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Kata Pengantar

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang 
kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri. Peraturan tersebut 
menjadi angin segar bagi masyarakat desa dalam mendorong 
perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Lahirnya peraturan tersebut, akan menjadi rujukan bagi 
seluruh elemen negara seperti pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, pemerintah desa, pihak swasta maupun masyarakat 
dalam mengelola desa agar lebih baik sehingga menjamin 
penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih efisien 
dan efektif untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.

Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan 
yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, 
posisi dan kewenangan dari para penyelenggaranya.

Harapan serta optimisme kita, dari hari ke hari semakin 
besar, terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu 
semakin tumbuh berkembang, semakin inovatif, seiring dengan 
meningkatnya kewenangan desa dalam mewujudkan desa yang 
mandiri dan otonom.
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iv	 Reviu RPJMD dan Renstra SKPD

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bekal penting 
bagi para penyelenggara pemerintahan desa adalah terpenuhinya 
kebutuhan peraturan tentang Administrasi dan Aset Desa yang 
akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk 
alasan itulah buku ini dihadirkan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi amal 
ibadah bagi kita semua. Amin.

Hormat kami

Dr. Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak. CA 
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MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 111 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
8 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis 
Peraturan di Desa;

Mengingat  :	1.	 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916);
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Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

		  3.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN  
DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.	 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.	 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa.
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4.	 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 
nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5.	 Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan 
Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala 
Desa.

6.	 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama BPD.

7.	 Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang 
ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat 
mengatur.

8.	 Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

9.	 Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat 
konkret, individual, dan final.

10.	 Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan 
Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan 
kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih tinggi.

11.	 Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam 
Lembaran Desa atau Berita Desa.

12.	 Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan 
di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan 
umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi.

13.	 Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan 
yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga 
masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, 
terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya 
kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama 
dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
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disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa.

BAB II
JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN 

DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi:
a.	 Peraturan Desa;
b.	 Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
c.	 Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang 
bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

(1)	 Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan 
penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih tinggi.

(2)	 Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.

(3)	 Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, 
peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.REA
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BAB III 
PERATURAN DESA

Bagian Kesatu 
Perencanaan

Pasal 5

(1)	 Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa 
ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja 
Pemerintah Desa.

(2)	 Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga 
desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada 
Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan 
rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Paragraf 1
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 6

(1)	 Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh 
Pemerintah Desa.

(2)	 Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib 
dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat 
dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.

(3)	 Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat 
atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan 
substansi materi pengaturan.

(4)	 Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk 
tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

(5)	 Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala 
Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
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Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

(1)	 BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan 
Desa.

(2)	 Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang 
rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan 
Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, 
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan 
Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APB Desa.

(3)	 Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan 
BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa 
usulan BPD.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 8

(1)	 BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan 
menyepakati rancangan Peraturan Desa.

(2)	 Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa 
Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang 
sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, 
maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD 
sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa 
digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

(1)	 Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat 
ditarik kembali oleh pengusul.
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(2)	 Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat 
ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara 
Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

(1)	 Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama 
disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa 
kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan 
Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal 
kesepakatan.

(2)	 Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan 
tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung 
sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan 
Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 11

(1)	 Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda 
tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

(2)	 Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan 
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan 
dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Pengundangan

Pasal 12

(1)	 Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam 
lembaran desa.
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kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 13

(1)	 Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD 
sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan 
Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan 
Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan 
Desa.

(2)	 Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh 
masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN 

DESA

Paragraf 1 
Evaluasi

Pasal 14

(1)	 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata 
ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas 
dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh 
Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau 
sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati 
untuk dievaluasi.

(2)	 Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi 
dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan 
sendirinya.
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Pasal 15

(1)	 Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati/
Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung 
sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/
Walikota.

(2)	 Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib 
memperbaikinya.

Pasal 16

(1)	 Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 5 ayat (2) paling 
lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

(2)	 Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki 
rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

(3)	 Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa 
kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dan tetap 
menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan 
Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 18

(1)	 Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan 
Peraturan Desa.

(2)	 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan Bupati/Walikota.REA
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Klarifikasi

Pasal 19

(1)	 Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala 
Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari 
sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

(2)	 Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan 
membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak diterima.

Pasal 20

(1)	 Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 
ayat (1) dapat berupa:
a.	 hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan 

umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih tinggi; dan

b.	 hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan 
umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih tinggi.

(2)	 Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan 
umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil 
klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

(3)	 Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/
atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut 
dengan Keputusan Bupati/Walikota.REA
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BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu 
Perencanaan

Pasal 21

(1)	 Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama 
Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa 
atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.

(2)	 Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama 
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 22

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan 
oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 23

(1)	 Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah 
disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa 
masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat 
masing-masing untuk mendapatkan masukan.

(2)	 Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk 
tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan 
Bersama Kepala Desa.REA
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Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 24

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan 
oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 25

(1)	 Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa 
menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan 
tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
tanggal disepakati.

(2)	 Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah 
dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa 
masing-masing desa.

(3)	 Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita 
Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal 26

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat 
Desa masing-masing.
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BAB VI 
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 27

(1)	 Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan 
oleh Kepala Desa.

(2)	 Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi 
pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

Pasal 28

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh 
Sekretaris Desa.

BAB VII 
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada 
APB Desa.

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1)	 Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan 
norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang 
tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(2)	 Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa yang 
diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis 
mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan 
di desa adat.
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Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk 
pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan 
desa yang bersifat penetapan.

Pasal 32

(1)	 Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa 
dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

(2)	 Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan 
peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 33

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan 
Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.
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Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK 
INDONESIA,

Ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 
INDONESIA,

ttd 

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 
NOMOR 2091.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.
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REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN 
KEPUTUSAN KEPALA DESA

A.	 BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA

I.	 BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA

KEPALA DESA ….. (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA.
(Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA… (Nama Desa) NOMOR … TAHUN …

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA 
(Nama Desa),

Menimbang :	a. bahwa …;
		  b.	 bahwa …;
		  c.	 dan seterusnya …;
Mengingat :	 1. …;
		  2. …;
		  3. dan seterusnya …;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA … (Nama Desa)

dan
KEPALA DESA … (Nama Desa)
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG (Nama Peraturan 
Desa).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

… Pasal …

BAB …

(dan seterusnya) Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Desa … (Nama Desa).

Ditetapkan di … pada tanggal …

KEPALA DESA…(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di … pada tanggal …
SEKRETARIS DESA … (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA … (Nama Desa) TAHUN … NOMOR …
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KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota) PERATURAN 
BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)

DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang:	 a. bahwa.	 ;
		  b.	 bahwa.	 ;
		  c.	 dan seterusnya.	 ;
Mengingat	:	 1.	 ;
		  2. ...........................................................................;
		  3. dan seterusnya.	 ;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	 PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA (Nama 

Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) 
TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

............................................
Paragraf 1 Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita 
Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)
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KEPALA DESA...,
(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan 
Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)
Nama

KEPALA DESA...,
(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan 
Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)
Nama

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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III.	PERATURAN KEPALA DESA

KEPALA DESA … (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA.
(Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA. (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Kepala Desa) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA, (Nama Desa)

Menimbang: a. bahwa.	 ;
		  b.	 bahwa.	 ;
		  c.	 dan seterusnya.	 ;
Mengingat	:	 1.	 ;
		  2............................................................;
		  3. dan seterusnya.	 ;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG. (Judul 

Peraturan Kepala Desa).

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:
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Bagian Pertama
............................................

Paragraf 1 Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB….
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam 
Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ... pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ... pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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B.	 KEPUTUSAN KEPALA DESA

II. KEPUTUSAN KEPALA DESA

KABUPATEN/KOTA.   (Nama Kabupaten/Kota)
KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa) 

KEPALA DESA..., (Nama Desa)
Menimbang		  :	 a. bahwa.	 ;

			   b. bahwa.	 ;

			   c. dan seterusnya.	 ;

Mengingat		  :	 1.	 ;

			   2. ..............................................................;

			   3. dan seterusnya.	 ;

Memperhatikan	 :	 1.	 ;

			   2. ..............................................................;

			   3. dan seterusnya.	 ;

			   (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:
Menetapka	 :

KESATU	 :

KEDUA	 :

KETIGA	 :

KEEMPAT:
KELIMA	 :	 Keputusan Kepala Des ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan.
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pada tanggal ...................

KEPALA DESA. , (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK 
INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO	
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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI               
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 46 TAHUN 2016 
TENTANG 

LAPORAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :		 bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 
Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri tentang Laporan Kepala Desa;

Mengingat	 :	 1.	 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

SALINAN
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916);

		  2. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

		  3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

		  4.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717);

	 	 5.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864);

		  6.	 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
12);

		  7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

		  8. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 4);

		  9.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 5);

		  10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 6);
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Menetapkan	:	 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.	 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.	 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Desa.

4.	 Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

5.	 Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah 
Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan 
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6.	 Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala 
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas 
Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi 
dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
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7.	 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis.

8.	 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses 
kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi 
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat sesuai kewenangan Desa.

9.	 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan 
desa.

10.	 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

11.	 Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau 
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa 
untuk mencapai sasaran dan tujuan.

12.	 Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa.

13.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan desa.

14.	 Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah penjabaran dari 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun.

15.	 Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa 
kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
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anggaran;
b.	 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa 

jabatan;
c.	 Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

akhir tahun anggaran; dan
d.	 Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III
LAPORAN KEPALA DESA

Bagian Satu
Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 3

(1)	 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 
Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/
walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 
(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 

(2)	 Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari:
a.	 Pendahuluan;

b.	 Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

c.	 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;

d.	 Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;

e.	 Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;

f.	 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

g.	 Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi 
dan Upaya yang ditempuh; dan 

h.	 Penutup.

(3)	 Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a memuat uraian tentang:
a.	 Tujuan penyusunan laporan;
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b.	 Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan

c.	 Strategi dan kebijakan. 

(4)	 Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat 
uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja 
Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana 
Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. 

(5)	 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang 
Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang 
Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja 
Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka 
Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

(6)	 Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang 
Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja 
Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

(7)	 Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang 
Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan 
Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
sesuai dengan kewenangan Desa.

(8)	 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat 
uraian tentang:
a.	 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa.

b.	 Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c.	 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri 
dari:
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2.	 Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:

a)	 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	  

b)	 Bidang Pembangunan;			 

c)	 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;		

d)	 Bidang Pemberdayaan Masyarakat;		

e)	 Bidang Tak Terduga;	

f)	 Jumlah Belanja; dan				  

g)	 Surplus/Defisit.					   

3.	 Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri 
dari:

a)	 Penerimaan Pembiayaan;			 

b)	 Pengeluaran Pembiayaan; dan			 

c)	 Selisih Pembiayaan.					  

d.	 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana tercantum pada ayat (8) huruf c 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

(9)	 Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi 
dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf g memuat rincian tentang:
a.	 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;

b.	 Bidang Pelaksanaan Pembangunan;

c.	 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan

d.	 Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

(10)	 Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h 
memuat materi: 
a.	 kesimpulan laporan;

b.	 penyampaian ucapan terima kasih; dan

c.	 saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih 
lanjut.
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(11)	 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan 
dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir 
bulan Desember. 

(12)	 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)	 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 
Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
digunakan untuk bahan evaluasi.

(2)	 Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa 
pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan.

(3)	 Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain 
catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan 
potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang 
perlu disempurnakan.

Bagian Kedua
Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

Pasal 5

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan 
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui 
camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum 
akhir masa jabatan.

Pasal 6

(1)	 Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa 
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat 
materi:
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masa jabatan; dan

b.	 Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) 
bulan sisa masa jabatan.

(2)	 Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan 
dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Pasal 7

(1)	 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa 
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan 
untuk bahan evaluasi.

(2)	 Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa 
pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan,

(3)	 Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain 
catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan 
potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang 
perlu disempurnakan.

Bagian Ketiga
Laporan Keterangan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 8

(1)	 Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa 
akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada 
Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 
3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

(2)	 Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa 
akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah 
kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya 
yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa.

REA
DIN

G C
OPY



	 Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa	 35

A
dm

inistrasi dan A
set D

esa

Pasal 9

(1)	 Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa 
akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 digunakan untuk bahan evaluasi.

(2)	 Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) BPD dapat:
a.	 Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.

b.	 Meminta keterangan atau informasi.

c.	 Menyatakan pendapat. 

d.	 Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah 
Desa.

Bagian Keempat 
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 10

(1)	 Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi 
dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(2)	 Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau 
menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa 
kepada masyarakat Desa.

(3)	 Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling 
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui 
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(4)	 Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan 
media informasi lainnya.REA
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(1)	 Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan 
oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan 
aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara 
bertanggungjawab.

(2)	 Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan kepala Desa 
dibebankan pada:

a.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
d.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
e.	 Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1)	 Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa 
melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional 
terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa.

(2)	 Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan laporan Kepala Desa di Kabupaten/Kota.
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(3)	 Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa di wilayahnya.

(4)	 Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan 
laporan Kepala Desa di wilayahnya. 

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 
13 ayat (1) antara lain:

a.	 Fasilitasi dan koordinasi;
b.	 Sosialisasi;
c.	 Bimbingan teknis; dan
d.	 Monitoring dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri 
Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara 
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juli 2016.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

  ttd

TJAHJO KUMOLO
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pada tanggal 29 Juli 2016.	

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,
  ttd
WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 
NOMOR 1099.

 Salinan sesuai dengan aslinya

  KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

  W. SIGIT PUDJIANTO
 NIP. 19590203 198903 1 001.
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MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG 
PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
28 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri tentang Penataan Desa;

Mengingat :	 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916);

SALINAN
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a 		  2.	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

		  3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

		  4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539);

		  5.	 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
12);

		  6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1667);

		  7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

		  8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 
Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan 
Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI	
TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.	 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan 
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan	 prinsip	 otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana	
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Indonesia Tahun 1945.
3.	 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan	 pemerintahan	yang menjadi kewenangan daerah 
otonom.

4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat	 DPRD	 adalah	lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah.

5.	 Kawasan yang	 bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan 
nasional adalah seperti kawasan terluar dalamwilayah 
perbatasan antarnegara, program transmigrasi, dan program 
lain yang dianggap strategis.

6.	 Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang 
disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda 
Kabupaten/Kota.

7.	 Anggaran	Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Perda.

8.	 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan	masyarakat hukum	 yang memiliki	 atas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

9.	 Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa 
yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi 
Desa baru.

10.	 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11.	 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa.
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12.	 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis.

13.	 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 
pemerintah dan Pemerintah Daerah.

14.	 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, 
Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 
oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal 
yang bersifat strategis.

15.	 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

16.	 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri.

17.	 Hari adalah hari kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)	 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a.	 penataan Desa; dan

b.	 penataan Desa Adat.

(2)	 Penataan Desa dan penataan Desa Adat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa:
a.	 pembentukan Desa dan Desa Adat;

b.	 penghapusan Desa dan Desa Adat; dan

c.	 perubahan status Desa dan Desa Adat.
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(1)	 Penataan	Desa	 ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota.
(2)	 Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)	paling sedikit memuat:
a.	 nama Desa/Kelurahan lama dan baru;

b.	 nomor kode desa/kelurahan yang lama;

c.	 jumlah penduduk;

d.	 luas wilayah;

e.	 cakupan wilayah kerja Desa baru; dan

f.	 peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 4

(1)	 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2)	 Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan 
Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri 
ini.

BAB IV
TUJUAN

Pasal 5

Penataan Desa oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan:

a.	 mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b.	 mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.	 mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
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d.	 meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
e.	 meningkatkan daya saing Desa.

BAB V
PENATAAN DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan Desa

Pasal 6

(1)	 Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa 
baru di luar Desa yang ada.

(2)	 Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal 
usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, 
serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 7

(1)	 Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
a.	 batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun 

terhitung sejak pembentukan;

b.	 jumlah penduduk, yaitu:

1)	 wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa 
atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;

2)	 wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa 
atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;

3)	 wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) 
jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;

4)	 wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling 
sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) 
kepala keluarga;
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(dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) 
kepala keluarga;

6)	 wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi 
Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling 
sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) 
kepala keluarga;

7)	 wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling 
sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga 
ratus) kepala keluarga;

8)	 wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku 
Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 
(dua ratus) kepala keluarga; dan

9)	 wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 
(lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

c.	 wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar 
wilayah;

d.	 sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup 
bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;

e.	 memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber 
daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

f.	 batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta 
Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/
Wali Kota;

g.	 sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan 
pelayanan publik; dan

h.	 tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan 
tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

i.	 cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan 
sebutan lain.

(2)	 Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota 
dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan 
nilai sosial budaya masyarakat Desa.
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Paragraf 1
Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat

Pasal 8

(1)	 Pemerintah Pusat dapat memprakarsai pembentukan Desa di 
kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan 
nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan 
Desa.

(2)	 Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.	 pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) Desa 

atau lebih; atau

b.	 penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding 
atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) 
Desa baru.

Pasal 9

(1)	 Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat 
mengajukan prakarsa pembentukan Desa melalui pemekaran 
dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a di 
kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan 
nasional kepada Menteri.

(2)	 Menteri melakukan peninjauan lapangan atas usulan 
prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah 
nonkementerian pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi 
serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(3)	 Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah 
nonkementerian pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi 
serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah melakukan 
peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
melakukan pembahasan usul pembentukan Desa.

(4)	 Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan 
Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa.
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(1)	 Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) disampaikan 
kepada Bupati/Wali Kota untuk disosialisasikan kepada 
masyarakat dan pemerintah Desa dan sebagai dasar 
penyusunan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
pembentukan Desa.

(2)	 Pemerintah Desa memfasilitasi	 dan mempersiapkan pelak
sanaan musyawarah Desa.

(3)	 Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 
menyosialisasikan Keputusan Menteri tentang persetujuan 
pembentukan Desa dan menyepakati pembentukan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

(4)	 Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi 
dengan notulen musyawarah Desa.

Pasal 11

(1)	 Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) 
kepada Bupati/Wali Kota.

(2)	 Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan 
Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa untuk 
dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota 
Dengan DPRD Kabupaten/Kota.

(3)	 Dalam hal Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati/
Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota 
mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada 
Gubernur untuk dievaluasi.REA
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Pasal 12

Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa ditetapkan oleh 
Bupati/Wali Kota paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya 
Keputusan Menteri perihal persetujuan pembentukan Desa.

Pasal 13

Pemerintah Pusat dapat melakukan penggabungan bagian Desa 
dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa 
menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 ayat (2) huruf b.

Pasal 14

(1)	 Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dapat 
mengajukan prakarsa penggabungan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13.

(2)	 Menteri	 bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga 
pemerintah nonkementerian pemrakarsa, Pemerintah Daerah 
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan	
pembahasan untuk penggabungan Desa.

(3)	 Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan 
Menteri tentang persetujuan penggabungan Desa.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku mutatis 
mutandis terhadap penggabungan bagian Desa yang bersanding 
atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
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Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 16

(1)	 Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pembentukan 
Desa dalam rangka pengembangan antar wilayah Kabupaten/
Kota, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil-hasil 
pembangunan.

(2)	 Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.	 pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa 

atau lebih;

b.	 penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding 
menjadi 1 (satu) Desa; dan

c.	 penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) Desa 
baru.

(3)	 Pembentukan  Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf 
b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Pasal 17

(1)	 Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan prakarsa 
pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (2) huruf a.

(2)	 Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Gubernur bersama Bupati/Wali Kota melakukan 
pembahasan untuk pemekaran Desa.

(3)	 Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) telah disepakati, Gubernur menerbitkan Keputusan 
Gubernur tentang pemekaran Desa.

Pasal 18

(1)	 Keputusan Gubernur tentang pemekaran Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disampaikan kepada 
Bupati/Wali Kota untuk disosialisasikan kepada masyarakat 
dan pemerintah Desa.
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(2)	 Dalam menyosialisasikan Keputusan Gubernur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota menugaskan 
pemerintah Desa untuk memfasilitasi dan mempersiapkan 
pelaksanaan musyawarah Desa.

(3)	 Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 
menyosialisasikan Keputusan Gubernur tentang persetujuan 
pembentukan Desa dan menyepakati pembentukan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

(4)	 Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan 
notulen musyawarah Desa.

Pasal 19

(1)	 Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) 
kepada Bupati/Wali Kota.

(2)	 Bupati/Wali Kota setelah menerima laporan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim 
pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan 
verifikasi persyaratan pembentukan Desa.

(3)	 Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
a.	 unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi 

pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan 
pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;

b.	 camat atau sebutan lain; dan

c.	 unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan 
pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial 
kemasyarakatan.

Pasal 20

(1)	 Verifikasi	 persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (2) berupa:
a.	 verifikasi administrasi; dan

b.	 verifikasi teknis.
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huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita 
acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah 
Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah 
penduduk minimal.

(3)	 Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 21

(1)	 Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 ayat (3) untuk:
a.	 verifikasi	 ketersediaan akses transportasi dan komunikasi 

antar wilayah;

b.	 verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi 
adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang 
mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa 
persiapan;

c.	 verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber 
daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah 
calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju 
dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;

d.	 verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa 
pemekaran;

e.	 verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam 
peta Desa induk; dan

f.	 verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung 
bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan 
publik.

(2)	 Verifikasi	 ketersediaan sarana	 dan prasarana pendukung 
bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan 
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk 
mengecek ketersediaan:
a.	 sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan 

Desa persiapan;
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b.	 kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan 
pelayanan publik.

Pasal 22

(1)	 Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh 
tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam 
bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya 
dibentuk Desa persiapan.

(2)	 Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati/Wali 
Kota untuk melakukan pemekaran Desa.

(3)	 Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui pemekaran desa, 
Bupati/Wali Kota menetapkan dengan Peraturan Bupati/
Wali Kota tentang pembentukan Desa persiapan.

(4)	 Bupati/Wali Kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

(5)	 Berdasarkan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), Gubernur menerbitkan surat 
Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.

Pasal 23

(1)	 Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(5) menjadi dasar bagi Bupati/Wali Kota untuk mengangkat 
penjabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur 
pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
dengan persyaratan:
a.	 memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;

b.	 mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang 
dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan

c.	 penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir 
sekurang-kurangnya bernilai baik.

(2)	 Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan 
pembentukan Desa definitif.
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pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota 
melalui Kepala Desa induknya.

(4)	 Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diangkat	dan diberhentikan oleh Bupati/Wali 
Kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Pasal 24

(1)	 Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan 
menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan 
dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa 
persiapan.

(2)	 Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah 
disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk 
dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran 
belanja Desa persiapan.

(3)	 Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

(4)	 Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, 
terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya 
dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.

(5)	 Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional 
paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa induk.

(6)	 Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan 
yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan dapat dibiayai 
oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

(7)	 Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
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Pasal 25

(1)	 Penjabat	 Kepala	Desa persiapan melaporkan perkembangan 
pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) 
bulan sekali kepada:
a.	 Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain; dan

b.	 Kepala Desa induk.

(2)	 Laporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas 
dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
a.	 penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah 

kartografis;

b.	 pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
induk;

c.	 pembentukan struktur organisasi;

d.	 pengangkatan perangkat Desa;

e.	 penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;

f.	 pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

g.	 pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, 
inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana 
ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan

h.	 pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

(3)	 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
oleh Bupati/Wali Kota kepada tim untuk dikaji dan 
diverifikasi.

(4)	 Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil 
pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan.

(5)	 Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) menyatakan Desa persiapan layak 	menjadi 
Desa, Bupati/Wali Kota menyusun rancangan Perda 
Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa.

(6)	 Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD 
Kabupaten/Kota.
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dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati/
Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota 
menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada 
Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 26

(1)	 Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (5) menyatakan Desa persiapan tidak 
layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya 
kembali ke Desa induk.

(2)	 Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa 
induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pasal 27

Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan penggabungan 
bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.

Pasal 28

(1)	 Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan prakarsa 
penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27.

(2)	 Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Gubernur bersama-sama Bupati/Wali Kota 
melakukan pembahasan untuk penggabungan bagian Desa.

(3)	 Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) telah disepakati, Gubernur menerbitkan Keputusan 
Gubernur tentang penggabungan bagian Desa.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis 
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mutandis terhadap penggabungan bagian Desa yang bersanding 
menjadi 1 (satu) Desa.

Pasal 30

Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan penggabungan 
beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c.

Pasal 31

(1)	 Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan prakarsa 
penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30.

(2)	 Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Gubernur bersama Bupati/Wali Kota melakukan 
pembahasan penggabungan beberapa Desa.

(3)	 Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) telah disepakati, Gubernur menerbitkan Keputusan 
Gubernur tentang penggabungan beberapa Desa.

Pasal 32

(1)	 Keputusan Gubernur tentang penggabungan beberapa Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) disampaikan 
kepada Bupati/Wali Kota untuk disosialisasikan kepada 
masyarakat dan pemerintah Desa yang digabung dan 
sebagai dasar penyusunan rancangan Perda Kabupaten/
Kota tentang penggabungan beberapa Desa.

(2)	 Dalam menyosialisasikan dan menyusun Rancangan Perda 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/
Wali Kota menugaskan pemerintah Desa yang digabung 
untuk memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan 
musyawarah Desa.

(3)	 Badan Permusyawaratan Desa yang digabung menyelenggarakan 
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
untuk menyepakati penggabungan beberapa Desa.
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(1)	 Kepala Desa yang digabung melaporkan penggabungan 
beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (3) kepada Bupati/Wali Kota.

(2)	 Berdasarkan laporan Kepala Desa yang digabung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota mengajukan 
Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang penggabungan 
beberapa Desa untuk dibahas dan disetujui bersama antara 
Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.

(3)	 Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD 
Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan 
Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 3
Pembentukan Desa

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 34

(1)	 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memprakarsai 
pembentukan Desa.

(2)	 Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa:
a.	 pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa 

atau lebih; atau

b.	 penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; 
dan

c.	 penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa 
baru.

(3)	 Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 
b dilaksanakan melalui Desa persiapan.REA
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Pasal 35

(1)	 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan 
pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 ayat (2) huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran 
Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang 
bersangkutan.

(2)	 Pemerintah Desa memfasilitasi	dan mempersiapkan pelaksanaan 
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)	 Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan 
kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran.

(4)	 Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dituangkan dalam	 berita	 acara	 hasil musyawarah	
Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis 
mutandis terhadap pemekaran Desa oleh pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota.

Pasal 37

(1)	 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan 
penggabungan	 bagian	Desa	 sebagaimana	 dimaksud Pasal 
34 ayat (2) huruf b wajib menyosialisasikan rencana 
penggabungan bagian Desa kepada masyarakat dan 
pemerintah Desa yang bergabung.

(2)	 Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan 
pelaksanaan musyawarah Desa.

(3)	 Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang 
bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan 
mengenai penggabungan bagian Desa.
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pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi 
dengan notulen musyawarah Desa.

(5)	 Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan 
bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.

(6)	 Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)	 ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 38

(1)	 Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan 
penggabungan bagian Desa kepada Bupati/Wali Kota dalam 
satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.

(2)	 Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Bupati/Wali Kota menugaskan tim 
pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan 
verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai 
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 39

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis 
mutandis terhadap penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota.

Pasal 40

(1)	 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan 
penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c wajib menyosialisasikan 
rencana	 penggabungan	beberapa Desa kepada masyarakat 
dan pemerintah Desa yang bergabung.

(2)	 Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan 
pelaksanaan musyawarah Desa.
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(3)	 Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang 
bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan 
mengenai penggabungan beberapa Desa.

(4)	 dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara 
dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

(5)	 Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan 
beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.

(6)	 Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 41

(1)	 Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan 
penggabungan beberapa Desa kepada Bupati/Wali Kota 
dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan 
bersama.

(2)	 Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda 
Kabupaten/Kota tentang penggabungan beberapa Desa.

(3)	 Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/
Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.

(4)	 Apabila Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati/
Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota 
menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada 
Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Kedua
Penghapusan Desa

Pasal 42

(1)	 Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan 
program nasional yang	strategis atau karena bencana alam.
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menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 43

(1)	 Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri.

(2)	 Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Menteri bersama-sama dengan menteri/
pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota melakukan pembahasan untuk penghapusan Desa.

(3)	 Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan 
Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa dan 
penghapusan kode desa untuk selanjutnya disampaikan 
kepada Bupati/Wali Kota.

Pasal 44

(1)	 Berdasarkan Keputusan Menteri tentang persetujuan 
penghapusan Desa dan penghapusan kode desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Bupati/Wali Kota 
menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
penghapusan Desa.

(2)	 Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/
Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.

(3)	 Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) telah disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota 
dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota mengajukan 
Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk 
dievaluasi.REA
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Bagian Ketiga
Perubahan Status

Paragaraf 1
Umum

Pasal 45

Perubahan status meliputi:
a.	 Desa menjadi Kelurahan; dan
b.	 Kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 2
Desa menjadi Kelurahan

Pasal 46

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 huruf a harus memenuhi syarat:

a.	 luas wilayah tidak berubah;
b.	 jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa 

atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk 
wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5.000 (lima 
ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di 
luar wilayah Jawa dan Bali;

c.	 sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya 
pemerintahan Kelurahan;

d.	 potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan 
produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;

e.	 kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman 
status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris 
ke masyarakat industri dan jasa;

f.	 meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
g.	 akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah 

cukup baik;
h.	 kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
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pembentukan.

Pasal 47

(1)	 Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan 
berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama Badan 
Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan pendapat 
masyarakat.

(2)	 Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan 
disepakati dalam musyawarah Desa.

(3)	 Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan 
musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat 
terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

(4)	 Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan 
tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi 
Kelurahan.

(5)	 Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dan 
dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

(6)	 Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) disampaikan	oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota 
sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

(7)	 Bupati/Wali Kota setelah menerima laporan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk 
melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan 
status Desa menjadi Kelurahan.

(8)	 Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota untuk 
menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status 
Desa menjadi Kelurahan.

(9)	 Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
dan Pasal 22 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan 
status Desa menjadi Kelurahan.
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Pasal 48

(1)	 Dalam	 hal	 Bupati/Wali	 Kota	 menyetujui	 usulan 
perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati/Wali 
Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

(2)	 Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/
Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.

(3)	 Apabila Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud	pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati/
Wali Kota dan	 DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota 
menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada 
Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 3
Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 49

(1)	 Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 huruf b hanya dapat dilakukan 
bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih 
bersifat perdesaan.

(2)	 Kelurahan yang	 kehidupan masyarakatnya masih bersifat 
perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
karakteristik:
a.	 kondisi masyarakat homogen;

b.	 mata pencaharian masyarakat	 sebagian besar di 
bidang agraris atau nelayan; dan

c.	 akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

(3)	 Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau 
sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.

(4)	 Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana 
dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7.
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(1)	 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status 
Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.

(2)	 Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)	dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum 
komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.

(3)	 Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum 
komunikasi Kelurahan	 atau	 dengan	 sebutan nama lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati 
perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

(4)	 Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan 
sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat	
(3)	dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan 
notulen musyawarah, dilaporkan oleh kepala Kelurahan 
kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status 
Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.

(5)	 Bupati/Wali Kota melalui tim melakukan kajian dan verifikasi 
usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

(6)	 Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)	 terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7.
(7)	 Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

dan Pasal 22 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan 
status Kelurahan menjadi Desa.

(8)	 Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota untuk 
menyetujui atau menolak terhadap perubahan status 
Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 51

(1)	 Dalam hal Bupati/Wali	Kota menyetujui usulan perubahan 
status kelurahan menjadi Desa, Bupati/Wali Kota menyusun 
Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status 
Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
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(2)	 Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status 
Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui 
bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/
Kota.

(3)	 Apabila Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama 
antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota, 
Bupati/Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda kepada 
Gubernur untuk dievaluasi.

BAB VI
PENATAAN DESA ADAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

(1)	 Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2)	huruf b merupakan tindakan mengadakan 
Desa adat baru di luar Desa Adat yang ada.

(2)	 Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat 
Desa Adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya 
masyarakat Desa Adat, serta kemampuan dan potensi Desa 
Adat.

(3)	 Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) meliputi:
a.	 pemekaran dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 2 (dua) 

Desa Adat atau lebih;

b.	 penggabungan bagian Desa Adat dari Desa Adat yang 
bersanding menjadi 1 (satu) Desa Adat; atau

c.	 penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1 (satu) 
Desa Adat baru.
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Penataan Desa Adat oleh Pemerintah Pusat

Paragraf 1
Pembentukan Desa Adat

Pasal 53

(1)	 Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 berlaku 
mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa adat oleh 
Pemerintah Pusat.

(2)	 Penggabungan Desa oleh Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 berlaku 
mutatis mutandis terhadap penggabungan Desa adat oleh 
Pemerintah Pusat.

Paragraf 2
Penghapusan Desa Adat

Pasal 54

Penghapusan Desa oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 berlaku mutatis 
mutandis terhadap penghapusan Desa adat oleh Pemerintah 
Pusat.

Bagian Ketiga
Penataan Desa Adat

Pasal 55

(1)	 Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan 
Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan 
Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

(2)	 Penggabungan bagian Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 
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Pasal 28 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan 
bagian Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

(3)	 Penggabungan beberapa Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan 
Pasal 33 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan 
Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Keempat
Penataan Desa Adat oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1 
Pembentukan Desa Adat

Pasal 56

(1)	 Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan 
Pasal 35 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan 
Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2)	 Penggabungan bagian Desa oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
37 sampai dengan Pasal 38 berlaku mutatis mutandis 
terhadap	 penggabungan	bagian	Desa	 Adat	 oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota.

(3)	 Penggabungan beberapa Desa oleh pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
sampai dengan Pasal 41 berlaku mutatis mutandis terhadap 
penggabungan beberapa Desa Adat oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Perubahan Status Desa AdatREA
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(1)	 Perubahan status Desa adat oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota	harus	 mempertimbangkan meningkatnya 
intensitas kewenangan Desa Adat berdasarkan asal usul.

(2)	 Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a.	 Desa adat menjadi Desa;

b.	 Desa menjadi Desa Adat;

c.	 Kelurahan menjadi Desa Adat; dan

d.	 Desa adat menjadi Kelurahan.

Pasal 58

Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
sampai dengan Pasal 51 berlaku mutatis mutandis terhadap 
perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat dan Desa Adat 
menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 
(2) huruf c dan huruf d.

Paragraf 3
Perubahan Status Desa Adat menjadi Desa

Pasal 59

(1)	 Perubahan status Desa Adat menjadi Desa dilakukan 
berdasarkan prakarsa pemerintah Desa Adat dengan 
memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.

(2)	 Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan 
disepakati dalam musyawarah Desa Adat.

(3)	 Pemerintah Desa adat memfasilitasi dan mempersiapkan 
pelaksanaan musyawarah Desa Adat.

(4)	 Hasil musyawarah Desa Adat ditetapkan dengan berita 
acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan oleh 
Kepala Desa Adat kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan 
perubahan status Desa adat menjadi Desa.
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Pasal 60

(1)	 Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa untuk 
melakukan kajian dan verifikasi untuk perubahan status 
Desa Adat menjadi Desa.

(2)	 Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota menyetujui 
atau menolak usulan perubahan status Desa Adat menjadi 
Desa.

(3)	 Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7.

(4)	 Dalam hal Bupati/Wali	Kota menyetujui usulan perubahan 
status Desa adat menjadi Desa, Bupati/Wali Kota menyusun 
Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status 
Desa Adat menjadi Desa.

(5)	 Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagai dimaksud pada 
ayat (4) yang telah dibahas dan disetujui bersama antara 
Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan 
kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 4
Perubahan Status Desa menjadi Desa Adat

Pasal 61

(1)	 Perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan 
berdasarkan prakarsa pemerintah Desa dengan memperhatikan 
saran dan pendapat masyarakat.

(2)	 Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)	 dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
(3)	 Pemerintah Desa memfasilitasi	dan mempersiapkan pelaksanaan 

musyawarah Desa.
(4)	 Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membahas 
dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa 
Adat.
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dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala 
Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan 
status Desa menjadi Desa Adat.

Pasal 62

(1)	 Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa untuk 
melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan perubahan 
status Desa menjadi Desa Adat.

(2)	 Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota menyetujui 
atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Desa 
Adat.

(3)	 Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan 
status Desa menjadi Desa Adat, Bupati/Wali Kota menyusun 
Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status 
Desa menjadi Desa Adat.

(4)	 Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/
Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan 
kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 5
Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa Adat

Pasal 63

(1)	 Perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat melalui 
perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

(2)	 Ketentuan perubahan status Kelurahan menjadi Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan 
Pasal 51 dan ketentuan perubahan status Desa menjadi 
Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai 
dengan Pasal 62 berlaku mutatis mutandis terhadap 
perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat.
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Paragraf 6
Perubahan Status Desa Adat menjadi Kelurahan

Pasal 64

(1)	 Perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan melalui 
perubahan status Desa Adat menjadi Desa.

(2)	 Ketentuan perubahan status Desa Adat menjadi Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan 
Pasal 62 dan ketentuan perubahan status Desa menjadi 
Kelurahan sebagaimana	dimaksud dalam Pasal 46 sampai 
dengan Pasal 48 berlaku mutatis mutandis terhadap	
perubahan status Desa	 Adat menjadi Kelurahan.

Paragraf 7
Penjabat Kepala Desa Adat dan 

Kelembagaan Desa Adat

Pasal 65

(1)	 Bupati/Wali Kota mengangkat penjabat Kepala Desa Adat 
setelah Perda Kabupaten/Kota tentang penataan Desa Adat 
ditetapkan.

(2)	 Penjabat Kepala Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.

(3)	 Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban 
serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa 
Adat.

(4)	 Penjabat Kepala Desa Adat dilantik oleh Bupati/Wali Kota 
atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya 
Desa Adat.

Pasal 66

(1)	 Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan 
Kepala Desa adat berdasarkan hukum adat diatur dengan 
Perda Provinsi.
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menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
dalam menetapkan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur 
penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan 
pembangunan Desa adat, pembinaan kemasyarakatan Desa 
Adat dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.

(3)	 Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) paling sedikit memuat:
a.	 penataan Desa Adat;

b.	 kewenangan Desa Adat;

c.	 pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Adat 
dan perangkat Desa Adat;

d.	 struktur organisasi dan tata kerja Desa Adat;

e.	 musyawarah Desa Adat;

f.	 peraturan Desa Adat; dan

g.	 pengelolaan aset Desa Adat.

BAB VII
EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 67

(1)	 Bupati/Wali Kota mengajukan	Rancangan Perda Kabupaten/
Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan,	
dan/atau	perubahan status kepada Gubernur, dilengkapi 
dokumen:
a.	 hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;

b.	 berita acara musyawarah Desa;

c.	 perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;

d.	 kondisi sarana dan prasarana pemerintahan Desa 
persiapan;

e.	 dukungan anggaran Desa persiapan; dan

f.	 hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.
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(2)	 Gubernur dapat melakukan verifikasi lapangan terkait 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

(1)	 Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/
Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berdasarkan 
urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan 
masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2)	 Gubernur	menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap 
Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah 
menerima Rancangan Perda Kabupaten/Kota disertai 
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
67 ayat (1).

(3)	 Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas 
Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan 
penyempurnaan	 dan penetapan Rancangan Perda Kabupaten/
Kota menjadi Perda Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 
paling lama 20 (dua puluh) hari.

(4)	 Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan 
terhadap	 Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda Kabupaten/
Kota tersebut dilarang disahkan dan diajukan kembali 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh 
Gubernur.

(5)	 Dalam hal Gubernur menolak Rancangan Perda Kabupaten/
Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Desa 
persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.

(6)	 Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa 
induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

(7)	 Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau 
tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Perda 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Bupati/Wali Kota dapat mengesahkan Rancangan Perda 
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mengundangkannya dalam lembaran daerah.
(8)	 Pengesahan dan pengundangan Perda Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah mendapat 
nomor registrasi dari Gubernur dan kode desa dari Menteri.

(9)	 Dalam hal Bupati/Wali	Kota tidak menetapkan Rancangan 
Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui oleh Gubernur, 
Rancangan Perda Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 20 
(dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur 
dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 69

(1)	 Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/
Kota tentang penataan Desa, Gubernur membentuk tim 
evaluasi penataan Desa.

(2)	 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur.

Pasal 70

(1)	 Urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) 
meliputi:
a.	 kondisi sosial yang berkembang di masyarakat; dan

b.	 kebutuhan dalam skala nasional dan daerah dalam 
melakukan penataan Desa.

(2)	 Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
68 ayat (1) meliputi:
a.	 melaksanakan kebijakan strategis yang ditetapkan 

Pemerintah Pusat; dan

b.	 melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan 
antar wilayah.

(3)	 Kepentingan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
68 ayat (1) antara lain meliputi:
a.	 pertimbangan rasio antara jumlah Desa yang ada dengan 

jumlah penduduk pada skala Provinsi dan Kabupaten/
Kota;
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b.	 kemampuan pendanaan bagi Desa pada skala Provinsi 
dan Kabupaten/Kota;

c.	 cakupan wilayah pemerintah Desa; dan

d.	 konsekuensi penambahan biaya operasional akibat dari 
pembentukan Desa baru.

(4)	 Kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
68 ayat (1) meliputi:
a.	 jumlah penduduk Desa;

b.	 luas wilayah Desa;

c.	 tingkat kesulitan geografis Desa;

d.	 jumlah penduduk miskin; dan

e.	 penyelesaian konflik/perselisihan pada masyarakat.

Pasal 71

(1)	 Gubernur memberikan nomor register atas Rancangan Perda 
Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 25 ayat (7), Pasal 33 ayat 
(3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 48 ayat (3) 
Pasal 51 ayat (3), Pasal 60 ayat (5), Pasal 62 ayat (4).

(2)	 Gubernur menyampaikan, Rancangan Perda Kabupaten/Kota 
yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada Menteri untuk mendapatkan kode 
desa atau kode kelurahan.

(3)	 Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi 
dengan dokumen:
a.	 hasil evaluasi oleh Gubernur;

b.	 Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan 
nomor register;

c.	 hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;

d.	 berita acara musyawarah Desa;

e.	 perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;

f.	 sarana dan prasarana pemerintahan Desa persiapan;

g.	 dukungan anggaran Desa persiapan; dan

h.	 hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.
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(1)	 Menteri memberikan kode desa dan kode kelurahan.
(2)	 Pemberian kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan 
Desa.

(3)	 Pemberian kode kelurahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(4)	 Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa atas nama 
Menteri menandatangani pemberian kode desa.

(5)	 Kode desa dan kode kelurahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara berkala 
setiap bulan Maret dan September dan/atau sewaktu-waktu 
bila diperlukan.

Pasal 73

(1)	 Dalam rangka penataan Desa, Menteri membentuk tim 
penataan Desa.

(2)	 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk 
melakukan klarifikasi atas kelengkapan dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3).

(3)	 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri.

Pasal 74

(1)	 Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
71 ayat	 (3) dinyatakan lengkap, Menteri memberikan kode 
desa.

(2)	 Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 
ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, Menteri menyampaikan 
kembali kepada Gubernur.REA
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Pasal 75

(1)	 Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyampaikan 
kode desa kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) 
hari setelah permohonan pemberian kode desa diterima.

(2)	 Gubernur menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota Rancangan 
Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor 
register dari Gubernur dan kode desa paling lama 3 (tiga) 
hari setelah kode desa diterima.

(3)	 Bupati/Wali Kota menetapkan dan mengundangkan Perda 
Kabupaten/Kota yang telah mendapat nomor register dari 
Gubernur dan kode desa atau kode kelurahan dari Menteri 
paling lama 3 (tiga) hari setelah nomor register dan kode 
desa atau kode kelurahan diterima.

(4)	 Berdasarkan Perda Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan 
dan diundangkan menjadi Perda Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Bupati/Wali Kota mengangkat 
pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Daerah	
Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.

(5)	 Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa	
oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

(6)	 Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama 
dengan Kepala Desa.

(7)	 Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan 
antara lain:
a.	 menyelenggarakan pemerintahan Desa;
b.	 membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah 

Desa;
c.	 mengangkat perangkat Desa;
d.	 memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan 

Desa;
e.	 membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga 

kemasyarakatan lainnya; dan
f.	 memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.
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KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

(1)	 Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau peng
gabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan 
untuk Desa persiapan atau Desa hasil penggabungan 
bagian Desa diangkat penjabat Kepala Desa.

(2)	 Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang 
bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala 
Desa.

(3)	 Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan 
atau Desa adat diberhentikan dan ditunjuk kepala Kelurahan 
atau penjabat Kepala Desa adat.

(4)	 Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa atau 
Desa adat menjadi Desa, kepala Kelurahan diangkat menjadi 
penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa adat yang berubah 
status diberhentikan dan diangkat penjabat Kepala Desa 
dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 77

(1)	 Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa 
yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, 
penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa dan 
anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil 
pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa.

(2)	 Perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa 
hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat 
Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil 
penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan 
berdasarkan kesepakatan.

(3)	 Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa 
dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan/ Desa 
adat diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
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(4)	 Untuk perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan 
Desa di Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi 
Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 78

(1)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Desa dari Desa hasil 
pemekaran/penggabungan bagian Desa atau penggabungan 
beberapa bagian Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali 
Kota.

(2)	 Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau perubahan 
status menjadi Kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris 
dan kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(3)	 Aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola oleh 
Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, ditetapkan 
menjadi barang inventaris dan aset Desa.

(4)	 Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan 
berita acara serah terima.

Pasal 79

(1)	 Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa 
yang berubah status dari Desa menjadi Kelurahan dilaporkan 
Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

(2)	 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat- 
lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.

Pasal 80

(1)	 Ketentuan mengenai:
a.	 format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan 

Desa;

b.	 format berita acara;

c.	 format kode register Desa persiapan; dan
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Kota oleh Gubernur; tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

(2)	 Tata cara pemberian kode desa dan standar operasional 
prosedur	 pemberian kode desa berpedoman	pada peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, 
Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa 
menjadi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Januari 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK 
INDONESIA,

ttd 

TJAHJO KUMOLO
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Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2017.

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM 
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 
NOMOR 155.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 
TENTANG PENATAAN DESA

A.	 EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN 
DESA

	 Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa adalah suatu upaya 
penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa guna 
mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka 
penataan Desa.

No Indikator Sub indikator Ada Tidak
ada Skor

A. Pemerintahan 
Desa

1.  Pelaksanaan 
Musyawarah desa

2.  Partisipasi	
masyarakat	
dalam  Musyawarah 
Desa

3.  Penyusunan 
RPJMDes

4.  Penyusunan 
RKPDes

5.  Penyusunan 
APBDes

6.  Kerjasama antar 
desa

7.  Adanya BUMDes

8.  Sarana dan 
prasarana BPD
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9.  Partisipasi 
BPD dalam 
penyelenggaraan	
pemerintahan 
Desa

10. Kondisi kantor 
desa

11. Kondisi 
perangkat desa

12. Kondisi SOTK

13. Buku 
Administrasi 
Pemerintahan 
Desa

14. Peta desa

15. Peraturan Desa 
yang diterbitkan 
setiap tahunnya

16. Peraturan 
kepala desa yang 
diterbitkan setiap 
tahunnya

17. Pertanggung-
jawaban 
keuangan Desa

18. Sop pelayanan di 
desa

19. Tersedianya 
akses informasi 
kepada 
Masyarakat

20. Pemanfaatan	
teknologi dalam 
pelayanan pada 
masyarakat

21. Ketersediaan 
data profil desa
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22. Pemahaman 
kepala desa	
dan perangkat 
desa terhadap 
tugas dan fungsi 
masing-masing

23. Ketersediaan 
pendukung 
sarana dan 
prasarana	 pelayanan 
masyarakat

24. Penyelenggaraan 
rapat koordinasi 
dengan BPD

25. Penyelenggaraan 
rapat koordinasi 
dengan perangkat 
desa

26. Pelayanisasi 
pajak bumi dan 
Bangunan

27. Kemampuan 
kepala desa	
dan perangkat 
desa dalam 
melakukan 
Koordinasi

B. Pembangunan 1. Kondisi 
kesejahteraan 
masyarakat Desa

2. Alokasi anggaran	
pembangunan 
desa dalam 
APBDes

3. Sarana pendidikan

4. Sarana kesehatan

5. Akses transportasi 
antar wilayah
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6. Akses komunikasi

7. Potensi sumber 
daya alam

8. Potensi sumber 
daya manusia

9. Kerjasama antar 
desa

9.` Kerjasama dengan 
pihak ketiga

10. Kondisi BUMDes

11. Jumlah lembaga 
ekonomi tingkat 
Desa

12. Adanya informasi 
dan teknologi 
sebagai akses 
masyarakat

13. Adanya	
pelestarian	
lingkungan Hidup

14. Ketersediaan 
sarana 
masyarakat (pasar 
desa)

15. Partisipasi	
masyarakat	
dalam mengikuti	
wajib belajar 9 
(Sembilan) tahun

16. Ketersediaan 
sarana air bersih 
bagi masyarakat 
di pemerintahan
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C. Pemberdayaan
masyarakat

1. Partisipasi	
masyarakat	
dalam  perencanaan 
pembangunan 
desa

2. Partisipasi	
masyarakat	
dalam pelaksanaan 
pembangunan 
desa

3. Partisipasi	
masyarakat	
dalam pengawasan 
pembangunan 
desa

4. Kontribusi	
masyarakat	
dalam      pembangun-
an desa

5. Partisipasi	
masyarakat	
dalam penyelesaian 
permasalahan di 
desa

6. Adanya upaya 
pelestarian/ 
kesinambungan 
sarana prasarana 
di desa oleh 
masyarakat

7. Partisipasi	
masyarakat	
dalam menjaga	
ketentraman	
dan ketertiban 
umumREA
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D. Kemasyaraka- 
tan

1. Jumlah lembaga 
kemasyarakatan 
yang ada di desa

2. Jumlah lembaga 
keagamaan di 
desa

3. Jumlah lembaga 
sosial budaya 
Masyarakat

4. Jumlah lembaga 
kepemudaan

5. Jumlah	
lembaga pemerhati 
perempuan, anak 
dan orang miskin

6. Partisipasi 
lembaga 
kemasyarakatan	
dalam upaya 
peningkatan	
kesejahteraan 
Masyarakat

7. Partisipasi	 lembaga 
kemasyarakatan	
dalam penyelesaian 
permasalahan di 
desa

8. Alokasi	
anggaran	
pendukung kegiatan 
kemasyarakatan

9. Partisipasi	 lembaga 
kemasyarakatan	
 dalam 
mendukung	
penyelenggaraan 
pemerintahan 
desa
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kemasyarakatan 
dalam forum-
forum yang ada di 
Desa

TOTAL SKOR

Keterangan kriteria penilaian :

Skor untuk penilaian (ada)* = 2

Skor untuk penilaian (tidak ada)*	= 1

Total skor merupakan penjumlahan dari skor

Desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan 
desa dan perubahan status menjadi kelurahan.

Untuk desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan 
penggabungan Desa.

REA
DIN

G C
OPY



	 Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa	 91

A
dm

inistrasi dan A
set D

esa

B.	 FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA....................(1)
PEMERINTAH DESA......................(2)

NOMOR...................................(3)
TAHUN...............(4)

____________________________________________________________________

Pada hari ini…………..............……(5) tanggal…....(6) 
bulan……………............... (7) tahun……………(8) bertempat di Desa 
…….........(9) Kecamatan………(10) Kabupaten/Kota…………………(11)
Provinsi……………(12) telah diadakan kesepakatan ..........................
(13), untuk menyepakati...............(14)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya 
dan disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya.

					     Mengetahui :
KEPALA DESA	     BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(................................)(15)     (……………………………)(16)

PERWAKILAN MASYARAKAT

(............................................)(17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA

(1)	 Diisi Nama Berita Acara.
(2)	 Diisi Nama Pemerintah Desa.
(3)	 Diisi Nomor Berita Acara dibuat.
(4)	 Diisi Tahun Berita Acara dibuat
(5)	 Diisi tempat Berita Acara dibuat.
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(7)	 Diisi Bulan Berita Acara dibuat.
(8)	 Cukup jelas.
(9)	 Cukup jelas.
(10)	Cukup jelas.
(11)	Cukup jelas.
(12)	Cukup jelas.
(13)	Cukup jelas.
(14)	Cukup jelas.
(15)	Diisi nama Kepala Desa.
(16)	Diisi nama Kepala atau yang mewakili Badan Permusyawaratan 

Desa.
(17)	Diisi nama perwakilan masyarakat.

C.	 FORMAT KODE REGISTER DESA PERSIAPAN
	 Pemberian nomor register Desa dan desa adat persiapan 

terdiri dari 8 (delapan) digit kode yang terdiri dari 2 digit 
kode kabupaten/kota, 2 digit kode kecamatan, dan 4 digit 
berdasarkan nomor urut. Misalnya :

Kode 
kabupaten/

kota

Kode 
Kecamatan Nomor Urut

1 2 3 4 5 6 7 8

Keterangan:
Nomor urut yang diberikan berdasarkan urutan desa baru 
yang akan dibentuk.REA
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D.	 FORMAT NOMOR REGISTRASI OLEH GUBERNUR
	 Pemberian nomor registrasi Desa dan desa adat persiapan 

terdiri dari 8 (delapan) digit kode register desa persiapan 
yang ada ditambah dengan 2 (dua) digit yang diberi 
berdasarkan nomor urut saat diajukan kepada gubernur. 
Misalnya:

Kode Register Desa 
Persiapan Nomor Urut

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  

Keterangan:
Nomor urut yang diberikan disesuaikan dengan jumlah desa 
persiapan yang akan dibentuk di dalam suatu desa.

MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.REA
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MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah, yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa, 
berkewajiban memberikan dan meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat Desa;

		  b.	 bahwa untuk mempercepat peningkatan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa 
guna perwujudan kesejahteraan umum sesuai 
dengan kewenangan Desa, perlu menetapkan 
Standar Pelayanan Minimal Desa;

		  c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;

SALINAN
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Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916);

		  2.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038);

		  3.	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

		  4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);

		  5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717);

		  6.	 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
12);

		  7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 
tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.	 Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.	 Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali 
kota.

3.	 Pemerintahan	 Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Desa.

5.	 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya	 dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6.	 Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa 
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan 
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat 
istiadat Desa.

7.	 Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan 
proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai 
Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.

8.	 Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut 
SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 
pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak 
diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal.

9.	 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya 
disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang dipakai 
sebagai tatanan untuk penyelenggaraan urusan Desa.

10.	 Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPM Desa dimaksudkan untuk:
a.	 mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.	 mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
c.	 keterbukaan pelayanan kepada masyarakat; dan
d.	 efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
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Pasal 3

SPM Desa bertujuan untuk:
a.	 mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat;
b.	 memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

kewenangannya; dan
c.	 sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah 

Desa.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

Pasal 4

(1)	 Kepala Desa menetapkan SPM Desa.
(2)	 SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

SPM Desa antara lain meliputi:
a.	 penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan;
b.	 penyediaan data	dan informasi kependudukan dan pertanahan;
c.	 pemberian surat keterangan;
d.	 penyederhanaan pelayanan; dan
e.	 pengaduan masyarakat.

Pasal 6

(1)	 Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain meliputi:
a.	 persyaratan teknis;

b.	 mekanisme;

c.	 penelusuran dokumen pada setiap tahapan proses;

d.	 biaya dan waktu perizinan dan non perizinan; dan

e.	 tata cara penyampaian pengaduan.
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pada ayat (1) dilakukan melalui pertemuan dan media lain 
yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

(3)	 Tata cara penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)	 Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain 
meliputi:
a.	 data dan informasi administrasi kependudukan dalam 

Buku Administrasi Kependudukan; dan

b.	 data dan informasi pertanahan pada administrasi umum 
dalam Buku Tanah Kas Desa dan Tanah di Desa.

(2)	 Penyediaan data dan informasi dalam administrasi 
kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a harus akurat setiap saat dengan menyediakan data dasar 
dan data perubahan serta tertib pelaporan.

(3)	 Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b harus tertib dalam pengisian administrasi pertanahan, 
kepastian data luas kepemilikan tanah, dan penetapan 
keputusan Kepala Desa tentang Sketsa Kepemilikan Tanah.

Pasal 8

(1)	 Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota terkait dalam kedudukannya sebagai instansi 
penyelenggara pelayanan.

(2)	 Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
oleh penyelenggara pelayanan dijadikan sumber data dan 
informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.REA
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Pasal 9

(1)	 Pemberian surat	 keterangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf c dari Pemerintah Desa kepada masyarakat 
yang akan melakukan	 proses	 suatu pelayanan didasarkan 
pada data dan informasi yang telah disesuaikan dengan 
data dasar dan data perubahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (2).

(2)	 Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan apabila berkas yang diperlukan dalam proses 
suatu pelayanan telah lengkap memenuhi persyaratan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah 
dilengkapi surat keterangan domisili dari RT atau RW.

(3)	 Dalam hal persyaratan untuk proses suatu pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, 
Pemerintah Desa berkewajiban untuk memberikan informasi 
tentang kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
masyarakat dalam proses suatu pelayanan.

(4)	 Pemberian surat	keterangan dari Pemerintah Desa kepada 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan 
dalam 1 (satu) Hari.

(5)	 Dalam hal pemberian surat keterangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diselesaikan dalam 
waktu 1 (satu) Hari, Camat melakukan pembinaan.

Pasal 10

(1)	 Dalam pemberian surat keterangan kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Desa 
menggunakan tata naskah	 dinas	 sesuai	 dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(2)	 Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum 
menetapkan Tata Naskah Dinas untuk Desa, Bupati/Wali 
Kota menetapkan Tata Naskah Dinas untuk Desa dengan 
Peraturan Bupati/Wali Kota.
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(1)	 Penyederhanaan	 pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf d dilakukan dalam rangka untuk pelaksanaan 
penugasan.

(2)	 Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan penugasan sebagian pelaksanaan urusan	
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota kepada Desa.

(3)	 Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dengan memperhatikan:
a.	 kemampuan sumber daya manusia di Desa;

b.	 selektivitas dalam pelaksanaan; dan

c.	 sarana dan prasarana pendukung.

(4)	 Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c antara lain:

a.	 tempat/loket pendaftaran;

b.	 tempat pemasukan berkas dokumen;

c.	 tempat pembayaran;

d.	 tempat penyerahan dokumen;

e.	 tempat pelayanan pengaduan;

f.	 ruang tunggu; dan

g.	 perangkat pendukung lainnya.

Pasal 12

(1)	 Persyaratan penetapan Desa-Desa yang diberikan penugasan 
untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan 
penetapan jenis pelayanan yang akan ditugaskan serta 
penetapan SPM Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/
Wali Kota.

(2)	 Peraturan	Bupati/Wali Kota tentang SPM Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
a.	 jenis pelayanan;

b.	 persyaratan pelayanan;

REA
DIN

G C
OPY



	 Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa	 103

A
dm

inistrasi dan A
set D

esa

c.	 proses atau prosedur pelayanan;

d.	 pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan;

e.	 petugas pelayanan;

f.	 waktu pelayanan yang dibutuhkan; dan

g.	 biaya pelayanan.

Pasal 13

(1)	 Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 huruf e merupakan sarana umpan balik bagi Pemerintah 
Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan.

(2)	 Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengoordinasikan 
pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling lama 3 (tiga) Hari kerja.

(3)	 Dalam hal fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan dalam 3 (tiga) Hari 
kerja, Camat melakukan pembinaan.

(4)	 Untuk melaksanakan pelayanan fasilitasi pengaduan masyarakat 
Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana.

BAB IV
PEJABAT PENYELENGGARA SPM DESA

Pasal 14

Pejabat penyelenggara SPM Desa terdiri atas:
a.	 Kepala Desa;
b.	 Sekretaris Desa;
c.	 Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi; dan
d.	 Perangkat Desa lainnya.

Pasal 15

(1)	 Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf 
a adalah penanggung jawab penyelenggaraan SPM Desa.
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SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas:
a.	 memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan 

penyelenggaraan SPM Desa;

b.	 menyiapkan rencana anggaran dan biaya; dan

c.	 mempertanggungjawabkan kinerja dalam penyelenggaraan 
SPM Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.

Pasal 16

(1)	 Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf b mempunyai tugas melakukan penatausahaan 
administrasi penyelenggaraan SPM Desa.

(2)	 Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah penanggung jawab kesekretariatan penyelenggaraan 
SPM Desa.

(3)	 Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 17

(1)	 Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 14 huruf c mempunyai 
tugas melaksanakan teknis pelayanan.

(2)	 Kepala Seksi sebagaimana dimaksud	pada ayat (1) bertanggung 
jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 18

(1)	 Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 huruf d bertugas untuk membantu pelaksanaan 
pelayanan administrasi.

(2)	 Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris 
Desa.
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Pasal 19

Pejabat Penyelenggara SPM Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 melakukan pengelolaan pelayanan secara transparan 
dan akuntabel.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

Pasal 20

(1)	 Bupati/Wali Kota membentuk	tim teknis penyelenggaraan 
SPM Desa.

(2)	 Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan keputusan Bupati/Wali Kota.

(3)	 Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 
tugas :
a.	 mengidentifikasi kewenangan Bupati/Wali Kota yang 

berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dalam 
pelaksanaannya melalui penugasan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;

b.	 menyiapkan rancangan kebijakan	dan petunjuk umum 
yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SPM Desa;

c.	 memfasilitasi penyelenggaraan SPM Desa; dan

d.	 merekomendasikan kepada Bupati/Wali Kota Desa- Desa 
yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan 
sebagai penyelenggara SPM Desa;

(4)	 Keanggotaan Tim Teknis penyelenggaraan SPM Desa terdiri 
dari unsur-unsur instansi terkait termasuk Camat dengan 
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai ketua.

(5)	 Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung 
jawab kepada Bupati/Wali Kota.
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(1)	 Untuk melaksanakan SPM Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13, berpedoman pada 
NSPK SPM Desa.

(2)	 NSPK SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1)	 Dalam upaya percepatan penyelenggaraan SPM Desa 
Bupati/Wali Kota menetapkan	Desa yang telah memenuhi 
persyaratan sebagai Desa percontohan.

(2)	 Persyaratan dan	Desa percontohan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali 
Kota.

(3)	 Penetapan Desa percontohan dilaporkan kepada Menteri 
melalui Gubernur.

(4)	 Menteri menetapkan Desa percontohan secara nasional.
(5)	 Desa percontohan secara nasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

(1)	 Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan 
SPM Desa.

(2)	 Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 
lain:
a.	 memberikan informasi data yang diperlukan oleh 

penyelenggara SPM Desa; dan

b.	 memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan 
SPM Desa.
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BAB VII
PENDANAAN

Pasal 24

(1)	 Biaya penyelenggaraan SPM Desa dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa.

(2)	 Biaya penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa.

(3)	 Selain biaya penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Desa menerima bantuan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan	
dan Belanja Daerah	 Provinsi, Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber lain yang sah 
dan tidak mengikat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1)	 Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa 
melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional 
terhadap pelaksanaan SPM Desa.

(2)	 Gubernur	melakukan pembinaan dan	pengawasan terhadap 
pelaksanaan SPM Desa di Kabupaten/Kota.

(3)	 Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap	 pelaksanaan SPM Desa di wilayahnya.

(4)	 Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan 
SPM Desa di wilayahnya.REA
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Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mencakup antara lain:

a.	 Penyelenggaraan sebagian wewenang yang pelaksanaannya 
ditugaskan kepada Desa;

b.	 Penyelenggaraan SPM Desa; dan
c.	 Penyelenggaraan SPM Desa yang mudah, cepat, transparan 

dan akuntabel.

Pasal 27

Bupati/Wali Kota melaporkan hasil penyelenggaraan SPM Desa 
kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur 
Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1)	 SPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan 
pada jam kantor dan di luar jam kantor.

(2)	 Ketentuan pelaksanaan pelayanan di luar jam kantor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Menteri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM 
NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN 
MINIMAL DESA

NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA SPM DESA

I.	 TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No Jenis Pelayanan Indikator Nilai
Batas 
Waktu 

Pencapaian

Satuan 
kerja

1 Penyediaan data 
dan informasi 
administrasi 
kependudukan 
dan pertanahan

1. Tersedianya 
data dan 
informasi 
administrasi 
kependudukan

75% 5 Tahun Pemdes

2.  Tersedianya 
data dan 
informasi 
pertanahan 
yang akurat

75% 5 Tahun Pemdes

2 Pemberian Surat 
Keterangan

1.  Pemahaman 
masyarakat 
terhadap 
proses suatu 
pelayanan 
yang 
memenuhi 
persyaratan

75% 1 Tahun Pemdes

2.  Tingkat 
penyelesaian 
pemberian 
surat 
keterangan

75% 1 Tahun Pemdes

3 Penyederhanaan 
pelayanan

1.  Penugasan 
sebagian 
urusan 
pemerintahan 
yang menjadi 
wewenang 
Kabupaten/
Kota kepada 
Desa.

- - Pemda 
Kab/
KotaREA
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2. Tersedianya 
saran dan 
prasarana 
pelayanan 

- - Pemdes

II PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A.	U MUM
1.	 Penetapan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa 

dimaksudkan agar:
a.	 Penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat semakin 

dekat dengan sasaran;

b.	 Semakin kecil rantai birokrasi yang harus ditempuh 
oleh masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan; dan

c.	 Pemerintah	 daerah	Kabupaten/Kota dapat melakukan 
efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan.

2.	 Adapun tujuan penetapan SPM Desa adalah untuk:
a.	 Mendorong dan menunjang percepatan pelayanan kepada 

masyarakat;

b.	 Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 
kewenangannya;

c.	 Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap 
kinerja pemerintah Desa di bidang pelayanan publik; 
dan;

d.	 Pemanfaatan dan pendayagunaan oleh masyarakat secara 
aktif.

B.	 RUANG LINGKUP
1.	 Ruang lingkup penyelenggaraan SPM Desa meliputi:

a.	 Penyediaan data dan informasi dalam administrasi 
kependudukan dan pertanahan;

b.	 Pemberian surat keterangan dari pemerintah Desa 
kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu 
pelayanan; dan

c.	 Penyederhanaan pelayanan dilakukan melalui penugasan 
sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
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Desa dibidang pelayanan dasar.

2.	 Penyederhanaan pelayanan dilaksanakan melalui penugasan 
sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada 
Desa.

	 Penugasan kepada Desa dimaksud disesuaikan dengan:
a.	 kemampuan Sumber Daya Manusia yang tersedia di 

Desa, dilaksanakan secara selektif, dan tersedianya 
sarana dan prasarana pendukung;

b.	 dinilai efisien dan efektif apabila dilaksanakan oleh Desa;

c.	 dilaksanakan secara selektif; dan

d.	 tersedianya sarana dan prasarana, yaitu:

1)	 Tempat/loket pendaftaran.

2)	 Tempat pemasukan berkas dokumen.

3)	 Tempat pembayaran.

4)	 Tempat penyerahan dokumen.

5)	 Tempat pelayanan pengaduan.

6)	 Ruang tunggu.

7)	 Perangkat pendukung lainnya.

3.	 Persyaratan penetapan Desa yang diberikan penugasan 
untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan 
penetapan jenis pelayanan yang akan ditugaskan serta 
penetapan standar pelayanan ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati/Wali kota.

C.	 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN 
DAN PERTANAHAN

1.	 Tersedianya data dan informasi administrasi kependudukan.
a.	 Pengertian

	 Administrasi Kependudukan adalah kegiatan pencatatan 
data dan informasi mengenai kependudukan pada buku 
Administrasi Penduduk yaitu;

1)	 Buku Induk Penduduk.
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2)	 Buku Mutasi Penduduk.

3)	 Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk.

4)	 Buku Penduduk Sementara.

5)	 Buku KTP-el dan Kartu Keluarga.

	 Buku Rekapitulasi jumlah penduduk pada setiap akhir 
bulan wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada bupati/
wali kota dalam bentuk formulir Rekapitulasi Jumlah 
Penduduk.

b.	 Definisi Operasional

	 Data dan Informasi Kependudukan adalah data dan 
informasi berbagai peristiwa kependudukan yang 
dilaporkan masyarakat kepada Pemerintah Desa dalam 
upaya mendukung penyelesaian berbagai peristiwa 
kependudukan terutama mengenai kepemilikan KTP-el, 
KK dan Akta Kelahiran.

c.	 Cara Perhitungan Indikator

1)	 Rumus

	 Persentasi Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el 
dengan ber-NIK =

Jumlah KTP ber-NIK
 x  100%

Jumlah Penduduk Wajib KTP-EL

2)	 Pembilang

	 Jumlah KTP-el ber-NIK

3)	 Penyebut

	 Jumlah penduduk wajib KTP-el (Penduduk berusia 
17 Tahun ke atas atau telah menikah)

4)	 Satuan Indikasi: Persentasi

5)	 Contoh Perhitungan

90
 x  100% = 30%

300

	 Desa A jumlah penduduk wajib KTP-el sebanyak 
300 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki 
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yang telah memiliki KTP-el ber-NIK adalah Artinya 
di Desa A tersebut masih terdapat penduduk yang 
belum memiliki KTP-el ber-NIK sejumlah = 70%

d.	 Rujukan

1.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah.

2.	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa.

4.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2016 tentang Kewenangan Desa.

5.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 
2016 tentang Administrasi Desa.

1)	 Tahun I

Triwulan I :		 Peninjauan lapangan di wilayah Dusun 
untuk memotivasi dan penyuluhan 
tentang administrasi penduduk, KTP-el, 
akte kelahiran, dan Kartu Keluarga,bagi 
25% dari target yang ditentukan sesuai 
dengan jumlah Kepala Keluarga di Desa 
yang bersangkutan.

Triwulan 2 :	 Peninjauan lapangan di wilayah Dusun 
untuk memotivasi dan penyuluhan 
tentang administrasi penduduk, KTP- 
el, akte kelahiran dan Kartu Keluarga, 
bagi 25% dari target yang ditentukan 
sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga 
di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 3 : Peninjauan lapangan di wilayah Dusun 
untuk memotivasi dan penyuluhan 
tentang administrasi penduduk, KTP- 
el, akte kelahiran dan Kartu Keluarga, 
bagi 25% dari target yang ditentukan 
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sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga 
di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 4 : Peninjauan lapangan di wilayah Dusun 
untuk memotivasi dan penyuluhan 
tentang administrasi penduduk, KTP- 
el, akte kelahiran dan Kartu Keluarga, 
bagi 25% dari target yang ditentukan 
sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga 
di Desa yang bersangkutan.

2)	 Tahun II

Triwulan 1 : Inventarisasi atau pendataan penduduk 
dalam struktur:

		  -	 Usia

		  -	 Pria dan Wanita

		  -	 Lapangan Kerja

		  -	 Usia Pendidikan

		  -	 Tingkat penghidupan ekonomi

		  -	 Tingkat kesehatan

Triwulan 2	 :	 Validasi data kependudukan dalam 
struktur kependudukan sesuai peraturan 
perundang-undangan.Perumusan 
program validasi ditetapkan dalam 
waktu 3 (tiga) bulan.

Triwulan 3	 :	 Menyempurnakan pelaporan agar sesuai 
dengan data yang akurat dan valid, 
sehingga memudahkan penyusunan 
program atau kegiatan dalam batas 
waktu yang ditetapkan (satu bulan 
sekali).

Triwulan 4 : Evaluasi.

3)	 Tahun III

Triwulan 1 :	 Menetapkan langkah-langkah untuk 
pemberian KTP- el, penggantian KTP- el 
dan pemberian atau penggantian Kartu 
Keluarga di 25 % dari target yang 
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Keluarga di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 2 :	 Menetapkan langkah-langkah untuk 
pemberian KTP- el, penggantian KTP- el 
dan pemberian atau penggantian Kartu 
Keluarga di 25 % dari target yang 
ditentukan sesuai dengan jumlah Kepala 
Keluarga di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 3 :	 Menetapkan langkah-langkah untuk 
pemberian KTP- el, penggantian KTP- el 
dan pemberian atau penggantian Kartu 
Keluarga di 25 % dari target yang 
ditentukan sesuai dengan jumlah Kepala 
Keluarga di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 4 :	 Menetapkan langkah-langkah untuk 
pemberian KTP- el, penggantian KTP-el 
dan pemberian atau penggantian Kartu 
Keluarga di 25 % dari target yang 
ditentukan sesuai dengan jumlah Kepala 
Keluarga di Desa yang bersangkutan.

4)	 Tahun IV

Triwulan 1 :	 Mengikuti mutasi dan mobilitas penduduk 
di 25 % dari target yang ditentukan 
sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga 
di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 2 :	 Mengikuti mutasi dan mobilitas penduduk 
di 25 % dari target yang ditentukan 
sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga 
di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 3 :	 Mengikuti mutasi dan mobilitas penduduk 
di 25 % dari target yang ditentukan 
sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga 
di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 4 :	 Mengikuti mutasi dan mobilitas penduduk 
di 25 % dari target yang ditentukan 
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sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga 
di Desa yang bersangkutan.

5)	 Tahun V

a)	 Menyampaikan data dan perkembangan data 
administrasi kependudukan kepada masyarakat 
dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota setiap 
1 bulan 1 kali;

b)	 Semua surat keterangan tentang administrasi 
kependudukan harus diselesaikan dalam 7 (tujuh) 
hari kerja;

c)	 Membuat pedoman tentang persyaratan Administrasi 
tentang pembuatan KK dan KTP-el, ditempelkan 
dalam papan pengumuman;

d)	 Pembuatan surat keterangan tentang KK dan 
KTP- el tidak diperkenankan melakukan pungutan;

e)	 Semua pembiayaan penyelesaian surat keterangan 
KK dan KTP-el dibebankan pada APB Desa;

f)	 Pemerintah Desa melengkapi sarana dan prasarana 
serta petugas pelaksana pelayanan; dan

g)	 Semua surat keterangan administrasi penduduk 
diinventarisasi setiap minggu atau bulan, menjadi 
laporan kepada bupati/wali kota.

2.	 Tersedianya data dan Informasi Pertanahan yang akurat.
a.	 Pengertian

	 Administrasi pertanahan adalah kegiatan pencatatan 
data dan informasi mengenai pertanahan pada Buku 
Administrasi umum yaitu:

1)	 Buku Tanah di Desa.

2)	 Buku Tanah kas Desa.

b.	 Definisi Operasional

	 Tersedianya data dan informasi pertanahan yang akurat 
adalah data dan informasi yang sesuai dengan kenyataan 
di lapangan baik luas tanah, peruntukan tanah maupun 
kepemilikan tanah. 
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1)	 Rumus

	 Persentasi jumlah Kepala Keluarga yang memiliki 
tanah dengan bukti kepemilikan lengkap =

Jumlah KK dengan bukti kepemilikan 
lengkap  x  100%
Jumlah KK kepemilikan tanah di desa

2)	 Pembilang

	 Jumlah KK dengan bukti kepemilikan tanah yang 
lengkap.

3)	 Penyebut

	 Jumlah KK yang memiliki tanah di Desa.

4)	 Satuan Indikator Persentasi

5)	 Contoh perhitungan :

	 Desa A dengan jumlah kepala keluarga yang 
memiliki tanah di Desa adalah 500 Kepala Keluarga. 
Jumlah Kepala Keluarga dengan bukti kepemilikan 
yang lengkap adalah 200 Kepala Keluarga. Maka 
persentasi jumlah Kepala Keluarga dengan bukti 
kepemilikan yang lengkap adalah: Artinya di Desa A 
tersebut masih terdapat Kepala Keluarga yang bukti/
kepemilikan tanah belum lengkap sejumlah 60%.

d.	 Rujukan

1.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah.

2.	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa.

4.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2016 tentang Kewenangan Desa.

5.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 
2016 tentang Administrasi Desa.
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e.	 Langkah Kegiatan

1)	 Tahun I

Triwulan 1	:	 Peninjauan lapangan di wilayah Dusun 
untuk memotivasi dan penyuluhan tentang 
pentingnya administrasi pertanahan bagi 
kepentingan masyarakat dan Negara bagi 
25 % dari target yang ditentukan sesuai 
dengan jumlah Kepala Keluarga pemilik 
tanah di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 2	:	 Peninjauan lapangan di wilayah Dusun 
untuk memotivasi dan penyuluhan tentang 
pentingnya administrasi pertanahan bagi 
kepentingan masyarakat dan Negara bagi 
25 % dari target yang ditentukan sesuai 
dengan jumlah Kepala Keluarga pemilik 
tanah di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 3	:	 Peninjauan lapangan di wilayah Dusun 
untuk memotivasi dan penyuluhan tentang 
pentingnya administrasi pertanahan bagi 
kepentingan masyarakat dan Negara bagi 
25 % dari target yang ditentukan sesuai 
dengan jumlah Kepala Keluarga pemilik 
tanah di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 4	:	 Peninjauan lapangan di wilayah Dusun 
untuk memotivasi dan penyuluhan tentang 
pentingnya administrasi pertanahan bagi 
kepentingan masyarakat dan Negara bagi 
25 % dari target yang ditentukan sesuai 
dengan jumlah Kepala Keluarga pemilik 
tanah di Desa yang bersangkutan.

2)	 Tahun II

Triwulan 1 :	Melakukan inventarisasi pemilikan hak 
atas tanah dan peruntukannya dengan 
mengumpulkan warga masyarakat 
pemilik tanah di wilayah Dusun yang 
bersangkutan bagi 25 % dari target 
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Kepala Keluarga pemilik tanah di Desa 
yang bersangkutan.

Triwulan 2 : Melakukan inventarisasi pemilikan hak 
atas tanah dan peruntukannya dengan 
mengumpulkan warga masyarakat 
pemilik tanah di wilayah Dusun yang 
bersangkutan bagi 25% dari target yang 
ditentukan sesuai dengan jumlah Kepala 
Keluarga pemilik tanah di Desa yang 
bersangkutan.

Triwulan 3 : Melakukan inventarisasi pemilikan hak 
atas tanah dan peruntukannya dengan 
mengumpulkan warga masyarakat 
pemilik tanah di wilayah Dusun yang 
bersangkutan bagi 25% dari target yang 
ditentukan sesuai dengan jumlah Kepala 
Keluarga pemilik tanah di Desa yang 
bersangkutan.

Triwulan 4 : Melakukan inventarisasi pemilikan hak 
atas tanah dan peruntukannya dengan 
mengumpulkan warga masyarakat 
pemilik tanah di wilayah Dusun yang 
bersangkutan bagi 25 % dari target 
yang ditentukan sesuai dengan jumlah 
Kepala Keluarga pemilik tanah di Desa 
yang bersangkutan.

3)	 Tahun III

Triwulan 1	:	 Menetapkan langkah-langkah untuk 
penetapan kepemilikan tanah dan batas- 
batasnya (dilakukan di wilayah Dusun, 
peninjauan lokasi tanah, membangun 
kesepakatan kepemilikan tanah, dan 
menghadirkan semua pemilik tanah), 
bagi 25 % dari target yang ditentukan 
sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga 
pemilik tanah di Desa yang bersangkutan.
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Triwulan 2	:	 Menetapkan langkah-langkah untuk 
penetapan kepemilikan tanah dan batas- 
batasnya (dilakukan di wilayah Dusun, 
peninjauan lokasi tanah, membangun 
kesepakatan kepemilikan tanah, dan 
menghadirkan semua pemilik tanah), 
bagi 25 % dari target yang ditentukan 
sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga 
pemilik tanah di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 3	:	 Menetapkan langkah-langkah untuk 
penetapan kepemilikan tanah dan batas- 
batasnya (dilakukan di wilayah Dusun, 
peninjauan lokasi tanah, membangun 
kesepakatan kepemilikan tanah, dan 
menghadirkan semua pemilik tanah), 
bagi 25 % dari target yang ditentukan 
sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga 
pemilik tanah di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 4	:	 Menetapkan langkah-langkah untuk 
penetapan kepemilikan tanah dan batas- 
batasnya (dilakukan di wilayah Dusun, 
peninjauan lokasi tanah, membangun 
kesepakatan kepemilikan tanah, dan 
menghadirkan semua pemilik tanah), 
bagi 25 % dari target yang ditentukan 
sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga 
pemilik tanah di Desa yang bersangkutan.

4)	 Tahun IV

Triwulan 1	:	 Program pelaksanaan penetapan bukti- 
bukti kepemilikan dengan mengundang 
tenaga ahli dan dikerjakan di wilayah 
Dusun (Rancangan Keputusan Kepala 
Desa tentang kepemilikan tanah), bagi 
25 % dari target yang ditentukan sesuai 
dengan jumlah Kepala Keluarga pemilik 
tanah di Desa yang bersangkutan.
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bukti kepemilikan dengan mengundang 
tenaga ahli dan dikerjakan di wilayah 
Dusun (Rancangan Keputusan Kepala 
Desa tentang kepemilikan tanah), bagi 
25 % dari target yang ditentukan sesuai 
dengan jumlah Kepala Keluarga pemilik 
tanah di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 3 : Program pelaksanaan penetapan bukti- 
bukti kepemilikan dengan mengundang 
tenaga ahli dan dikerjakan di wilayah 
Dusun (Rancangan Keputusan Kepala 
Desa tentang kepemilikan tanah), bagi 
25 % dari target yang ditentukan sesuai 
dengan jumlah Kepala Keluarga pemilik 
tanah di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 4 : Program pelaksanaan penetapan bukti- 
bukti kepemilikan dengan mengundang 
tenaga ahli dan dikerjakan di wilayah 
Dusun (Rancangan Keputusan Kepala 
Desa tentang kepemilikan tanah), bagi 
25 % dari target yang ditentukan sesuai 
dengan jumlah Kepala Keluarga pemilik 
tanah di Desa yang bersangkutan.

5)	 Tahun V

a.	 Menyampaikan data dan perkembangan pemilik 
tanah dan peruntukannya secara menyeluruh 
kepada masyarakat dan pemerintah daerah dan 
pemerintah;

b.	 Pemberian tanda pemilik tanah atau gambar 
bukti tanah kepada masyarakat;

c.	 Surat keterangan tanah dan pemilik tanah 
diselesaikan paling lama ± 6 (enam) bulan;

d.	 Membuat pedoman tentang persyaratan-persyaratan 
Administrasi tentang penetapan pemilik tanah 
atau batas Desa;
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e.	 Tidak diperbolehkan untuk melakukan pungutan 
kepada masyarakat;

f.	 Semua pembiayaan pengurusan atau penetapan 
pemilik tanah menjadi beban APB Desa;

g.	 Pemerintah melengkapi sarana dan prasarana 
pelayanan, serta menyiapkan orang yang melakukan 
tugas pelayanan;

h.	 Koordinasi dengan instansi yang terkait dengan 
penetapan hak perdata pertanahan; dan

i.	 Melakukan inventarisasi dan penertiban administrasi 
Surat Keterangan Penetapan milik masyarakat 
dan batas Desa.

D.	 PEMBERIAN SURAT KETERANGAN
1.	 Pemahaman masyarakat terhadap proses serta pelayanan 

yang memenuhi persyaratan
a.	 Pengertian

	 Persyaratan proses serta pelayanan adalah kelengkapan 
yang di perlukan dalam suatu proses pelayanan yang 
harus di penuhi oleh masyarakat pemohon sesuai 
peraturan perundang-undangan.

b.	 Definisi operasional

	 Pemahaman masyarakat adalah pengetahuan masyarakat 
terhadap suatu proses pelayanan baik mengenai persyaratan 
yang harus di penuhi, mekanisme, penelusuran posisi 
dokumen, biaya dan waktu serta tata cara pengaduan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.	 Cara perhitungan indikator

1)	 Rumus

	 Persentasi jumlah penduduk yang meminta surat 
keterangan terhadap suatu proses pelayanan/perizinan 
dengan persyaratan lengkap dalam 1 (satu) tahun 
adalah:
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keterangan dengan persyaratan lengkap
 x  100%

Jumlah penduduk yang meminta surat 
keterangan

2)	 Pembilang

	 Jumlah penduduk yang meminta surat keterangan 
dengan persyaratan lengkap.

3)	 Penyebut

	 Jumlah penduduk yang meminta surat keterangan 
dalam 1 (satu) tahun.

4)	 Satuan indikator : Persentasi

5)	 Contoh perhitungan

	 Contoh : Desa A, berdasarkan pengalaman selama 
ini dalam 1 tahun rata-rata menyelesaikan 750 surat 
keterangan. Dari 750 surat keterangan di antaranya 
terdapat 150 surat keterangan yang telah lengkap 
persyaratan maka persentasi jumlah penduduk yang 
meminta surat keterangan dengan persyaratan lengkap 
adalah: Artinya di Desa A. tersebut masih terdapat 
penduduk yang meminta surat keterangan untuk 
proses suatu pelayanan belum di lengkapi dengan 
persyaratan yang telah di tentukan sejumlah 80% 
setiap tahunnya.

d.	 Rujukan

1.	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah.

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa.

4.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2016 tentang Kewenangan Desa.
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Triwulan 1	 :	 Peninjauan lapangan di lingkungan 
dusun untuk memotivasi penyuluhan dan 
menyebarkan informasi yang berkaitan 
dengan jenis pelayanan, persyaratan 
teknis, mekanisme, penelusuran posisi 
dokumen, biaya dan waktu penyelesaian 
perizinan dan non perizinan serta tata 
cara pengaduan masyarakat sesuai 
ketentuan peraturan perundang-
undangan, bagi 25% jumlah penduduk 
Desa yang bersangkutan.

Triwulan 2	 :	 Peninjauan lapangan di lingkungan 
dusun untuk memotivasi penyuluhan dan 
menyebarkan informasi yang berkaitan 
dengan jenis pelayanan, persyaratan 
teknis mekanisme, penelusuran posisi 
dokumen, biaya dan naskah perizinan 
dan non perizinan serta tata cara 
pengaduan masyarakat sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, bagi 
25% jumlah penduduk Desa yang 
bersangkutan.

Triwulan 3 :	 Peninjauan lapangan di lingkungan 
dusun untuk memotivasi penyuluhan dan 
menyebarkan informasi yang berkaitan 
dengan jenis pelayanan, persyaratan 
teknis mekanisme, penelusuran posisi 
dokumen, biaya dan naskah perizinan 
dan non perizinan serta tata cara 
pengaduan masyarakat sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, bagi 
25% jumlah penduduk Desa yang 
bersangkutan.

Triwulan 4	 :	 Peninjauan lapangan di lingkungan 
dusun untuk memotivasi penyuluhan dan 
menyebarkan informasi yang berkaitan 
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teknis mekanisme, penelusuran posisi 
dokumen, biaya dan naskah perizinan 
dan non perizinan serta tata cara 
pengaduan masyarakat sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, bagi 
25% jumlah penduduk Desa yang 
bersangkutan.

2.	 Tingkat penyelesaian pemberian surat keterangan.
a.	 Pengertian

	 Pemberian surat keterangan adalah surat keterangan 
sebagai pengantar dari Kepala Desa terhadap masyarakat 
Desa yang akan menyelesaikan proses suatu pelayanan/
perizinan di suatu SKPD maupun di tingkat Kecamatan.

b.	 Definisi operasional

	 Tingkat penyelesaian pemberian surat keterangan adalah 
batas waktu yang di perlukan dalam menyelesaikan 
surat keterangan terhadap proses suatu pelaksanaan 
yang telah lengkap dengan persyaratan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

c.	 Cara perhitungan indikator

1)	 Rumus :

	 Persentasi tingkat penyelesaian cepat (memenuhi 
persyaratan) adalah:

Jumlah warga yang dilayani secara cepat
 x  100%Jumlah warga yang mengajukan 

permohonan surat keterangan

2)	 Pembilang

	 Jumlah warga yang di layani secara	cepat karena 
memenuhi persyaratan.

3)	 Penyebut

	 Jumlah penduduk yang mengajukan permohonan 
surat keterangan.
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4)	 Satuan indikator : Persentasi.

5)	 Contoh perhitungan Contoh :

	 Desa A berdasarkan pengalaman selama ini rata-
rata dalam 1 tahun terdapat 200 jumlah penduduk 
yang menyampaikan permohonan pembuatan surat 
keterangan. Dari 200 pemohon surat keterangan di 
antaranya terdapat 20 pemohon dapat di selesaikan 
secara cepat karena telah lengkap persyaratan.

	 Maka persentasi tingkat penyelesaian pemberian 
surat keterangan adalah: Artinya di Desa A tersebut 
tingkat penyelesaian pemberian surat keterangan 
baru mencapai 10% dengan tingkat cepat dan 90 % 
termasuk kategori lambat karena tingkat pemahaman 
masyarakat masih rendah.

d.	 Rujukan

1.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah.

2.	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa.

4.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2016 tentang Kewenangan Desa.

e.	 Langkah-langkah Kegiatan

1)	 Penyiapan sarana pendukung pelaksana tugas;

2)	 Pendataan perkiraan pemberian surat keterangan 2 
tahun terakhir dengan tingkat penyelesaian cepat 
dan tingkat penyelesaian lambat;

3)	 Pelaksanaan pemberian surat keterangan;

4)	 Klasifikasi pemberian surat keterangan dengan tingkat 
cepat dan lambat;

5)	 Rekapitulasi jumlah surat keterangan yang diterbitkan;

6)	 Respon terhadap pengaduan masyarakat; dan

7)	 Evaluasi.
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1.	 Penyederhanaan pelayanan dilaksanakan melalui penugasan 
sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada 
Desa.

2.	 Penugasan kepada Desa disesuaikan dengan:
a.	 Kemampuan sumber daya manusia yang tersedia di 

Desa, dilaksanakan secara selektif, dan tersedianya 
sarana dan prasarana pendukung;

b.	 Dinilai efisien dan efektif apabila dilaksanakan oleh 
Desa;

c.	 Dilaksanakan secara selektif; dan

d.	 Tersedianya sarana dan prasarana.

3.	 Persyaratan penetapan Desa-Desa yang diberikan penugasan 
untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan 
penetapan jenis pelayanan yang akan ditugaskan serta 
penetapan standar pelayanan ditetapkan dengan peraturan 
Bupati/Walikota.

4.	 Sarana dan prasarana meliputi:
a.	 Tempat/loket pendaftaran;

b.	 Tempat pemasukan berkas dokumen;

c.	 Tempat pembayaran;

d.	 Tempat penyerahan dokumen;

e.	 Tempat pelayanan pengaduan;

f.	 Ruang tunggu; dan

g.	 Perangkat pendukung lainnya.

5.	 Standar pelayanan meliputi:
a.	 Jenis pelayanan;

b.	 Persyaratan pelayanan;

c.	 Proses/prosedur pelayanan;

d.	 Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan;
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e.	 Petugas pelayanan;

f.	 Waktu pelayanan yang dibutuhkan; dan

g.	 Biaya pelayanan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.
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MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI           
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :		 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri tentang Pengelolaan Aset Desa; 

Mengingat :	 1.	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

SALINAN
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tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
213, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717);

		  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN ASET 
DESAREA
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BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2.	 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3.	 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

4.	 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 
nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

5.	 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari 
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau 
perolehan Hak lainnya yang sah. 

6.	 Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai 
dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, 
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian aset Desa.

7.	 Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis 
untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang 
milik desa.
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kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
desa.

9.	 Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna 
Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan 
tugas dan fungsi.

10.	 Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak 
langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas 
pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

11.	 Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

12.	 Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara 
Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta 
Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam 
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

13.	 Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh 
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 
meningkatkan pendapatan Desa.

14.	 Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik 
Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian 
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu 
tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan 
kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

15.	 Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik 
Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah 
selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan 
Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu 
yang disepakati.

16.	 Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan 
aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.

17.	 Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua 
aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan desa.
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18.	 Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset 
Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan 
kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, 
Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari 
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang 
berada dalam penguasaannya.

19.	 Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa. 
20.	 Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset 

Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak 
lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.

21.	 Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada 
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk 
uang.

22.	 Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan 
aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 
diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.

23.	 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan 
meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

24.	 Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi 
terkait dengan keadaan objektif aset Desa.

25.	 Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang 
didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan 
menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh 
nilai aset Desa. 

26.	 Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki 
oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan 
asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

27.	 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, 
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.

28.	 Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa 
dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.REA
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(1)	 Jenis aset desa terdiri atas:
a.	 Kekayaan asli desa;

b.	 Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBDesa; 

c.	 Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan 
atau yang sejenis;

d.	 Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan 
dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan 
ketentuan peraturan undang-undang;

e.	 Hasil kerja sama desa; dan

f.	 Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang 
sah.

(2)	 Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdiri atas:
a.	 tanah kas desa;

b.	 pasar desa;

c.	 pasar hewan;

d.	 tambatan perahu;

e.	 bangunan desa;

f.	 pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;

g.	 pelelangan hasil pertanian;

h.	 hutan milik desa;

i.	 mata air milik desa;

j.	 pemandian umum; dan

k.	 lain-lain kekayaan asli desa.

REA
DIN

G C
OPY



	 Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa	 137

A
dm

inistrasi dan A
set D

esa

BAB II
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 3

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, 
kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, 
akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

(1)	 Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset 
desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan 
aset desa.

(2)	 Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset 
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 
wewenang dan tanggungjawab:
a.	 menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;

b.	 menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus 
aset desa;

c.	 menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah
tanganan aset desa;

d.	 menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;

e.	 mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan 
atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis 
melalui musyawarah desa;

f.	 menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan 
aset desa sesuai batas kewenangan; dan 

g.	 menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah 
dan/atau bangunan.

(3)	 Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, 
pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan 
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milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan 
aset lainnya milik desa. 

(4)	 Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian 
kekuasaannya kepada Perangkat Desa. 

(5)	 Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
a.	 Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; 

dan

b.	 Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset 
desa.

(6)	 Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 5

(1)	 Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, 
berwenang dan bertanggungjawab:
a.	 meneliti rencana kebutuhan aset desa;

b.	 meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ;

c.	 mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan 
pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh 
Kepala Desa;

d.	 melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi 
aset desa; dan

e.	 melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan 
aset desa.

(2)	 Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
a.	 mengajukan rencana kebutuhan aset desa;

b.	 mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset 
desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan 
lainnya yang sah kepada Kepala Desa;

c.	 melakukan inventarisasi aset desa;
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d.	 mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; 
dan

e.	 menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Bagian Kedua
Pengelolaan 

Pasal 6

(1)	 Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama 
Pemerintah Desa.

(2)	 Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti 
status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

(3)	 Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan 
desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4)	 Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain 
sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.

(5)	 Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk 
mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset Desa meliputi: 
a.	 perencanaan;
b.	 pengadaan;
c.	 penggunaan;
d.	 pemanfaatan;
e.	 pengamanan;
f.	 pemeliharaan;
g.	 penghapusan;
h.	 pemindahtanganan;
i.	 penatausahaan;
j.	 pelaporan;
k.	 penilaian;
l.	 pembinaan;
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n.	 Pengendalian.

Paragraf Kesatu 
Perencanaan

Pasal 8

(1)	 Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) 
tahun.

(2)	 Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 
(satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan 
Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah 
memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. 

Paragraf Kedua
Pengadaan

Pasal 9

(1)	 Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 
efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak 
diskriminatif dan akuntabel.

(2)	 Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan 
Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Paragraf Ketiga
Penggunaan

Pasal 10

(1)	 Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
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(2)	 Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun 
dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf Keempat
Pemanfaatan

Pasal 11

(1)	 Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan 
langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa.

(2)	 Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), berupa:
a.	 sewa,

b.	 pinjam pakai;

c.	 kerjasama pemanfaatan; dan

d.	 bangun guna serah atau bangun serah guna.

(3)	 Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

(1)	 Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak mengubah status 
kepemilikan aset desa.

(2)	 Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(3)	 Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang 
sekurang-kurangnya memuat:
a.	 para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b.	 objek perjanjian sewa;

c.	 jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan 
jangka waktu;

d.	 tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan 
pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
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f.	 keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); 
dan 

g.	 persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 13

(1)	 Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan 
antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya 
serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(2)	 Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan 
untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan 
bermotor.

(3)	 Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) 
hari dan dapat diperpanjang.

(4)	 Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian 
yang sekurang –kurangnya memuat:
a.	 para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b.	 jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;

c.	 jangka waktu pinjam pakai;

d.	 tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan 
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;

e.	 hak dan kewajiban para pihak;

f.	 keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); 
dan 

g.	 persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 14

(1)	 Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan 
dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
a.	 mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa;dan

b.	 meningkatkan pendapatan desa.
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(2)	 Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/
atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: 
a.	 tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam 

APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, 
dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah 
dan bangunan tersebut; 

b.	 Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi 
objek kerjasama pemanfaatan;

(3)	 Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 
kewajiban, antara lain:
a.	 membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka 

waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian 
keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui 
rekening Kas Desa;

b.	 membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan 
kerja sama pemanfaatan; dan

c.	 Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 
(lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan 
dapat diperpanjang.

(4)	 Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau 
bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
a.	 para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b.	 objek kerjasama pemanfaatan;

c.	 jangka waktu;

d.	 hak dan kewajiban para pihak;

e.	 penyelesaian perselisihan;

f.	 keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); 
dan

g.	 peninjauan pelaksanaan perjanjian.REA
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(1)	 Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah 
dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
a.	 Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas 

bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;

b.	 tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan 
bangunan dan fasilitas tersebut.

(2)	 Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 
jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara 
lain:
a.	 membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap 

tahun;dan

b.	 memelihara objek bangun guna serah atau bangun 
serah guna.

(3)	 Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim 
yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(4)	 Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan 
tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun 
serah guna.

(5)	 Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan 
pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan 
pelaksana.

Pasal 16

(1)	 Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah 
guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat 
diperpanjang.

(2)	 Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah 
guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih 
dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala 
Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
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(3)	 Dalam hal  jangka waktu bangun guna serah atau bangun 
serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui 
Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 
14.

(4)	 Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan 
berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya 
memuat:
a.	 Para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b.	 objek bangun guna serah;

c.	 jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam 
perjanjian;

d.	 penyelesaian perselisihan;

e.	 keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); 
dan

f.	 persyaratan lain yang di anggap perlu;

g.	 Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil 
dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun 
serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah 
atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis 
dari Bupati/Walikota.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 
15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening 
Kas Desa.REA
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Pengamanan

Pasal 19

(1)	 Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat 
Desa.

(2)	 Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
a.	 administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, 

pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;

b.	 fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, 
penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;

c.	 pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan 
dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;

d.	 selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud 
pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan 
pemeliharaan; dan

e.	 pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi 
bukti status kepemilikan.

(3)	 Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Keenam
Pemeliharaan

Pasal 20

(1)	 Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan 
Perangkat Desa.

(2)	 Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.REA
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Paragraf Ketujuh
Penghapusan

Pasal 21

(1)	 Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan 
aset desa dari buku data inventaris desa.

(2)	 Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara 
lain:
a.	 beralih kepemilikan;

b.	 pemusnahan; atau 

c.	 sebab lain.

(3)	 Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
a.	 pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;

b.	 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap.

c.	 Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan 
pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus 
dari daftar inventaris aset milik desa.

(4)	 Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b, dengan ketentuan:
a.	 berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/

atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, 
kursi, komputer;

b.	 dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar 
penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.

(5)	 Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
a.	 hilang;

b.	 kecurian; dan

c.	 terbakar;
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Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan 
Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 
setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

Pasal 23

(1)	 Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

(2)	 Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih 
dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa.

Pasal 24

(1)	 Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak 
pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan 
kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan 
daerah.

(2)	 Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak 
pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi 
milik desa.

(3)	 Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan 
untuk pembangunan sarana prasarana desa.

(4)	 Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung 
dalam rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya 
dihapus menjadi milik desa yang digabung.

Paragraf Kedelapan
Pemindahtanganan

Pasal 25

(1)	 Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
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a.	 tukar menukar;

b.	 penjualan;

c.	 penyertaan modal Pemerintah Desa.

(2)	 Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa 
hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan 
modal.

Pasal 26

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (1) huruf b, apabila:	

a.	 Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai 
ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa;

b.	 Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang 
dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, 
bambu, sapi, kambing

c.	 Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau 
lelang;

d.	 Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c 
antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman 
tumbuhan dan ternak;

e.	 Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf 
c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;

f.	  Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi 
dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Desa tentang Penjualan;

g.	 Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan 
e dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan 
asli desa; 

Pasal 27

(1)	 Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan 
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kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
(2)	 Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa 

Tanah Kas Desa.

Paragraf Kesembilan
Penatausahaan 

Pasal 28

(1)	 Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana 
diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku 
inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.

(2)	 Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam 
pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. 

Paragraf Kesepuluh
Penilaian

Pasal 29

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa 
melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa 
tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah 
atau Penilai Publik.

Pasal 31

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, 
Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang 
Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Inventaris Aset 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 
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22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini.

BAB III
TUKAR MENUKAR 

Pasal 32

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar 
menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf 
a terdiri dari:

a.	 untuk kepentingan umum;
b.	 bukan untuk kepentingan umum; dan
c.	 tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan 

bukan untuk kepentingan umum. 

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 33

(1)	 Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan 
bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2)	 Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan:
a.	 tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan 

besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan 
desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan 
tenaga penilai;

b.	 apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap 
tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa 
uang;

REA
DIN

G C
OPY



152	 Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa

A
dm

in
is

tr
as

i d
an

 A
se

t 
D

es
a c.	 penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada 

huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti 
yang senilai; 

d.	 tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c 
diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan

e.	 apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa 
setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah 
pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/
atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 34

(1)	 Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:
a.	 Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota 

terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar 
tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti 
berada pada desa setempat;

b.	 Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada 
Bupati/Walikota, untuk selanjutnya Bupati/Walikota 
meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur; 

(2)	 Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa 
setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e 
dilakukan dengan tahapan:
a.	 Bupati/Walikota melakukan tinjauan lapangan dan 

verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil 
dan formil yang dituangkan dalam berita acara;

b.	 Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana 
dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur 
sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;

c.	 Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud 
huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan 
dan verifikasi data;

d.	 Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar 
menukar tanah milik desa.
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Pasal 35

(1)	 Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara 
materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi 
calon pengganti tanah milik desa.

(2)	 Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui 
pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah 
Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak 
pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, 
aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan 
Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

(3)	 Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita 
Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi 
terkait lainnya.

(4)	 Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 
antara lain: 
a.	 hasil musyawarah desa;

b.	 letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan 
penggunaannya; dan

c.	 bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan 
penggantinya. 

Pasal 36

(1)	 Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 33 
ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan 
terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang 
ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.

(2)	 Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati/Walikota.

(3)	 Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan 
dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam 
APBDesa.
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Gubernur melaporkan hasil tukar menukar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 kepada Menteri.

Bagian Kedua
Bukan Kepentingan Umum

Pasal 38

(1)	 Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan 
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
huruf b. hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan 
nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap 
memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang 
wilayah (RTRW).

(2)	 Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan 
kawasan industri dan perumahan.

(3)	 Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan:
a.	 tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan 

besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan 
desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan 
tenaga penilai;

b.	 tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat;

c.	 apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa 
setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah 
pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/
atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 39

(1)	 Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 38 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	 ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar 

Tanah milik desa;
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b.	 Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a 
ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati/Walikota, 
Gubernur, dan persetujuan Menteri;

c.	 Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian 
Kabupaten/Kota;

d.	 Tim Kajian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang disesuaikan dengan 
kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati/
Walikota;

e.	 Tim Kajian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada 
huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;

f.	 Tim Kajian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan 
ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan 
aset desa; dan

g.	 Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai 
bahan pertimbangan; dan

h.	 hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g 
disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.

(2)	 Gubernur sebelum menerbitkan ijin terhadap tukar menukar 
tanah milik desa, sebagaimana ayat (1) huruf h terlebih 
dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan 
verifikasi data.

Pasal 40

(1)	 Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara 
materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi 
calon pengganti tanah milik desa.

(2)	 Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui 
pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah 
Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak 
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aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan 
Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

(3)	 Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat 
dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak 
dan/atau instansi terkait lainnya.

(4)	 Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 
antara lain: 
a.	 hasil musyawarah desa;

b.	 letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan 
penggunaannya; dan

c.	 bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan 
penggantinya. 

(5)	 Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai 
dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan 
ijin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk 
mendapatkan persetujuan.

Pasal 41

(1)	 Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa 
melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna 
memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan 
dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.

(2)	 Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk 
menerbitkan Surat Menteri.

Bagian Ketiga
Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum 

Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum 

Pasal 42

(1)	 Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik 
desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan 
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tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya 
terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar 
ke lokasi desa setempat.

(2)	 Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektivitas 
pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

(3)	 Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
a.	 tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai 

dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai 
wajar;

b.	 ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar 
Tanah milik desa; dan

c.	 Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati/Walikota.

Pasal 43

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
33, Pasal 38, dan Pasal 42 dihapus dari daftar inventaris aset 
Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

Pasal 44

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan 
penyelesaiaan sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 33, Pasal 38, dan Pasal 42 dibebankan 
kepada pihak pemohon.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur 
dalam Peraturan Bupati/Walikota.REA
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PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

(1)	 Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pengelolaan aset desa;

(2)	 Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pengelolaan aset desa;

(3)	 Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan 
pengelolaan aset desa;

(4)	 Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Bupati/Walikota dapat melimpahkan 
kepada Camat. 

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset 
desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan 
dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang 
dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, 
tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Menteri ini.

REA
DIN

G C
OPY



	 Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa	 159

A
dm

inistrasi dan A
set D

esa

BAB  VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 49

(1)	 Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan 
kepemilikannya kepada Desa.

(2)	 Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang 
sudah digunakan untuk fasilitas umum.

(3)	 Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah 
berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta 
aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Ketentuan yang mengatur mengenai aset desa wajib menyesuaikan 
dan berpedoman dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 
1 (satu) tahun sejak pada Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.
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pada tanggal 7 Januari 2016

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

    ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Januari 2016	

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,

   ttd

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 
NOMOR 53.1
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Dr. DADANG SUWANDA, SE,. MM,. M.Ak., 
Ak., CA. Memulai pekerjaan pada Direktorat 
Jenderal Pengawasan Keuangan Negara 
Departemen Keuangan pada Februari 1983, 
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, dan 
BPKP Pusat. Diperbantukan pada Inspektorat 
Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak 

Tahun 2005 sampai 2013 sebagai Auditor Ahli Madya serta 
berbagai jabatan struktural, yaitu Kepala Bagian Administrasi 
dan Tata Usaha Pengaduan, Kepala Bagian Umum, Kepala 
Bagian Evaluasi Laporan dan Hasil Pengawasan serta terakhir 
sebagai pejabat eselon IIa menjadi Inspektur Wilayah III. Pernah 
pula diperbantukan pada Yayasan Purna Bakti sebagai Staf 
Ahli dan Direktur Umum pada PT. Selaras Griya Adigunatama 
(pengelola Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang). Sejak tahun 
2007 sampai sekarang, pengajar/widyaiswara tidak tetap pada 
Badan Diklat/Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam 
Negeri. Sejak Agustus 2013 sampai sekarang sebagai Dosen 
Tetap di IPDN dengan spesifikasi pada Bidang Keuangan, Audit 
dan Akuntansi Pemerintah Daerah. Aktif sebagai pembicara dan 
narasumber pada acara pelatihan, seminar, dan workshop tingkat 
nasional dan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintah daerah. Tim penyusun modul di Deputi Pelayanan 
Publik Kementerian PAN RB pada tahun 2019. Sejak tahun 

Tentang Penyusun
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a 2019 sampai sekarang menjadi Staf Ahli Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).

Sejak tahun 2003 sampai sekarang sering menjadi saksi ahli 
di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi terkait tindak pidana 
korupsi (Tipikor) maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN).

Buku-Buku yang Telah Dipublikasikan

No Judul Penerbit Tahun

1 Strategi Mendapatkan Opini WTP 
Laporan Keuangan Pemda PPM Jakarta 2013

2 Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang 
Milik Daerah PPM Jakarta 2013

3
Panduan Praktis Implementasi 
Penyelenggaraan SPIP Pemerintah 
Daerah 

PPM Jakarta 2013

4
Menyusun Standard Operating 
Procedurs Lembaga Pemerintah 
Berbasis SPIP

PPM Jakarta 2014

5 Dana Hibah dan Bantuan Sosial PPM Jakarta 2014

6 Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual 
Berpedoman pada SAP 

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

September
2014

7
Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah 
Daerah Berpedoman SAP Berbasis 
Akrual 

PPM Jakarta 2015

8 Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi 
Aktual Pemerintah Daerah 	

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Juni
2015

9 Factors Affecting Quality Of Local 
Government’s Financial Statements 

Lambert 
Academic 
Publishing 
Saabrucken 

Germany

Juli
2015

10 Dasar-Dasar Akuntansi Akrual 
Pemerintah Daerah 

PT Ghalia 
Indonesia

Maret
2016
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No Judul Penerbit Tahun

11 Penguatan Pengawasan DPRD untuk 
Pemerintahan Daerah yang Efektif 

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Maret
2016

12
Optimalisasi Fungsi Penganggaran 
DPRD dalam Penyusunan PERDA 
APBD

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Mei
2016

13 Peningkatan Fungsi DPRD dalam 
Penyusunan Perda yang Responsif 

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

September
2016

14
Peran Pengawasan DPRD Terhadap 
LKPJ dan LPP APBD/LKPD Audited 
Serta TLHP BPK

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Januari
2017

15 Panduan Penerapan Reviu Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Februari
2017

16 Panduan Penerapan Kebijakan 
Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah

Penerbit 
Ghalia Bogor 2017

17 Reviu Rencana Kerja Anggaran 
Pemerintah Daerah

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Januari
2018

18

Manajemen Risiko Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagai Upaya 
Peningkatan Transparasi dan 
Akuntabilitas Publik

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Mei
2019

19 Good Governance Pengelolaan 
Keuangan Daerah

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

September
2019

20
Manual Aplikasi Sistem Informasi 
Keuangan Daerah Berbasis Akrual 
(e-KEUDA)

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

November
2019

21 Forum Konsultasi Publik
PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Januari
2020
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No Judul Penerbit Tahun

22 Sistem Informasi Pelayanan Publik
PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Januari
2020

23 Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah 
Daerah Berbasis Akrual

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Februari
2020

24 Teknis Penyusunan Komponen 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Maret
2020

25
Panduan Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD)

Putra Galuh 
Publisher

Agustus
2020

26
Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(LPPD)

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

September
2020

27 Panduan Teknik Aplikasi Sistem 
Informasi Barang E-KEUDA

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Desember
2020

28
Mal Pelayanan Publik Percepatan 
peningkatan Kualitas Inovasi Layanan 
Masyarakat 

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Januari
2021

29 Penyusunan Standar Pelayanan Publik
PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Pebruari 
2021

30 Reviu RPJMD dan Restra SKPD
PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Agustus
2021

31
Kodifikasi Peraturan Desa: 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Kewenangan Desa

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

November
2021

32
Kodifikasi Peraturan Desa: 
Pembangunan Desa serta Pengadaan 
Barang dan Jasa Desa

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

November
2021
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Publikasi Jurnal Internasional yang Ditulis

No Judul Issue Publisher Index Website

1 Factors Affecting 
Quality of Local 
Government 
Financial 
Statement To 
Get Unqualified 
Opinion (WTP) of 
Audit Board of 
the Republic of 
Indonesia (BPK)

Volume 
6 No 4 
Tahun 
2015

Jurnal The 
International 
Institute 
of Science, 
Technology 
and 
Education 
(IISTE)

OJS

https://www.
iiste.
org/Journals/
index. php/
RJFA/ article/
view/19978

2 Regional 
Performance 
Allowances 
Instrument 
Improving 
Performance 
of Government 
Employees 

Volume 
7, Issue 
4, April 
2019

International 
Jounal of 
Economics, 
Commerce 
and 
Management 
(IJECM), 
United 
Kingdom

OJS

http://ijecm.
co.uk/
volume-vii-
issue-4/

3 Integrated Career 
Pattern Hope of 
Bureaucration In 
The Future 

Volume 
8, Issue 
05 May 
2019 

International 
Journal of 
Scientific & 
Technology 
Research 
(IJSTR)

Terindeks 
Scopus

http://www.
ijstr.org/paper-
references.
php?ref=IJSTR-
0419-20153

4 The Effect 
of Sectoral 
Economic On 
Employment 
Absorption and 
Poverty Level 
In The West 
Nusatenggara 
Province 

Volume 
9, Issue 
01,  
Januari 
2020 

International 
Journal of 
Scientific & 
Technology 
Research 
(IJSTR)

Terindeks 
Scopus

http://www.
ijstr. org/
paper-
references.
php?ref=IJSTR- 
0120-27987

5 Recruitment of 
Prospective Civil 
Servants Towards 
World Class 
Bureaucracy In 
Indonesia  

Volume 
9, Issue 
01 May 
2020

International 
Journal of 
Scientific & 
Technology 
Research 
(IJSTR)

Terindeks 
Scopus

http://www.
ijstr. org/
paper-
references.
php?ref=IJSTR- 
1219-26368

6 Idea Formats 
for Selection 
Regional Heads 
in The Future 
as a Democracy 
setherment 
Requitment in 
Indonesia 

Volume 
10, 
Juni 
2020

International 
Journal of 
Scientic and 
Research 
publication OJS

http://www.
ijsrp. org/
research-
paper- 0620.
php?rp=
P10210 090 
#citationREA
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a 7 The Fiscal 

Capacity of The 
Autonomous 
Region (DOB) 
In Increasing 
Economic 
Growth and 
Eradication of 
The Poor 

Volume 
12, 
Nomor 
1, Mei 
2020 

Jurnal 
Bina Praja 
Research and 
Development 
Agency 
Minister of 
Home Affairs 
Republic of 
Indonesia

Sinta 2

http://jurnal. 
kemendagri.
go.id/index.
php/ jbp/
article/
view/681

8 Decentralization 
of Fiscall 
Asymmetric 
for Community 
Well Being: 
Evidence From 
Aceh Propince, 
Indonesia 

Volume 
12, 
Issue 
No 06, 
2020

Journal of 
Advanced 
Research in 
Dynamical 
and Control 
Systems

Terindeks 
Scopus

https://www.
jardcs. org/
abstract.
php?id =5933

9 Risk 
Management 
Solution in Local 
Government 
Financial 
Management 

Volume 
27 
No 3 
Tahun 
2020 

Ayer Journal

Scopus 
Q1

http://
ayerjournal. 
com/index.
php/ayer/ 
article/
view/116

10 Regional 
Government 
Management 
Control in The 
Implementation 
of Risk 
Governance 

Volume 
12 No 
3 tahun 
2020 

Oceanide 
Jounal

Scopus 
Q3

http://
oceanidenetne.
net/indek.
php/o/article/
view/68

11 Performance 
Model of 
Auditors and 
Supervisors in 
the Inspectorates 
Government 
Indonesia 

Volume 
13 
Issue 3 
tahun 
2020 

Solid State 
Technology

Scopus 
Q4

http://www. 
scimagojr.
com/
journalsearch/
php?q=2720& 
tip= 
sid&clean=0

12 Human Resource 
Development 
in Local 
Governments: 
Inscreased 
Transparency 
and Public 
Accountability

Volume 
8 No 1 
tahun 
2021 

Jurnal 
of Asian 
Finance, 
Economics 
and Business

Scopus 
Q2

www.
koreascience.
or.kr/article/
JAKO2021005 
69475376.
view?orgId= 
kodisa

13 The 
Implementation 
of Performance-
Based Budgeting 
Through A 
money Follow 
Program in 
Impressing 
Budget 
Corruption

Volume 
21 No 
2 tahun 
2021

Jurnal Ilmiah 
Universitas 
Batanghari 
Jambi

Sinta 4

http://
ji.unbari.ac.id/
index.php/
ilmiah/article/
view/1576REA
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14 Kepemimpinan 
dalam 
Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan Publik 
di Daerah

Volume 
21 No 
3 tahun 
2021

Jurnal Ilmiah 
Universitas 
Batanghari 
Jambi Sinta 4

http://
ji.unbari.ac.id/
index.php/
ilmiah/article/
view/1751

Publikasi Prosiding yang Ditulis

No Judul

1 The effect of asset management to increase the local government 
financial reports (2015, Universiti Selangor Malaysia).

2

Fiscal reform (taxation) on local government and the new 
administrative duties (2015, 1st APG/Asian Public government 
forum on local finance management – OECD/the Organization 
for Economic Co-operation and Development.

Publikasi Artikel Nasional
No Judul

1 Strategi Pemda meraih opini WTP, Majalah Triwulanan Edisi 
Khusus HUT ke 30 Warta Pengawasan BPKP, Maret 2014

2
Reformasi Fiskal (Perpajakan) Pada Pemerintah Daerah Dan 
Tugas Administrasi Yang Baru, Jurnal Ekonomi dan Keuangan 
Publik, IPDN. Juni 2015

3
Mewujudkan Tujuan Desentralisasi, Media online Amunisi News. 
http://amunisinews.com. Oktober 2017

4
Dari Buku hingga Asas Desentralisasi, Media online Amunisi 
News. http://amunisinews.com. Oktober 2017

5
Konseptor Administrasi Pemerintah Daerah, Media online Harnas 
News. http://harnasnews.com. Oktober 2017

6
Menilik Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa, 
deteksi online, http://deteksionline.com, November 2017.

7
Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa, Media 
online Harnas News. http://harnasnews.com. Desember 2017

8
Lampu Kuning Keuangan Pemerintah Daerah, Opini koran Tempo 
8 Februari 2021. https://koran.tempo.co/read/462159/lampu-
kuning-keuangan-pemerintahan-daerah

REA
DIN

G C
OPY




